
TANGGUNG JAW AB DIREKSI BAi'IK ATAS KERUGIAN 

BANK AKffiAT KREDIT MACET 

TESIS 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk rnemperoleh gelar Magister Hukum 

Jason Fredrick Siregar 

0606151822 

UNIVERSITAS INDONESIA 

FAKULTAS HUKU:\1 

PROGRAM PASCASARJANA 

JAKARTA 

JANUARI 2009 

Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



HALAMAN PERNY AT AAN ORISINALITAS 

Tesis ini adalah hasil karya saya scndiri, 

dau semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk 

telah saya nyatakan dengan benar. 

Nama :Jason Fredrick Siregar 

NPM :0~2 

Tanda Tangan : ~ 

Tanggal : 05 Januari 2009 

ii 
Universitas Indonesia 

Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



Tesis ini diajukan oleh 
Nama 
NI'M 
Program Studi 
Judul Tesis 

HALAMAN I'ENGESAIJAN 

: Jason Fredrick Siregar 
: 0606151822 
: IlmuHukum 
: Tanggung Jawab Direksi Bank Alas Kerugian 

Bank Akibat Kredit Macet 

Telah berhasil dipertahaukan di hadapan Dewan l'euguji dan Diterima 
sebagai bagian persyarallm yang diperlukan nntuk memperolelt gelar 
Magister Huknm pada Program Studi llmu Huknm, Faknltas Hukum, 
Universitas Indonesia. 

Imvan l'engnji 

Ketua Sidang : DR. Nurul Elmiyalt, SH, MH ( 

Pembimbingl Penguji : DR. Zulkamain Situmpul, SH, LL.M ( ) 

Penguji 

Ditetapkan di 
Tanggal 

:DR. Inosentius Samsul, SH, MH 

:Jakarta 
: 05 Januari 2009 

( ) 

Universitas Indonesia 

\ 

Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena 

hikmat dan kesabaran yang diberikan- Nya, penu1is dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul ""Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet'' 

yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa 

Fakultas Hokum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, untuk mempaeroleh 

gelar Magister Hukurn. 

Dalam tesis ini penulis merangkum terori~teori mengenai tanggung jawab 

direksi pada suatu perseroan terbatas, yang diterapkan pula dalam bank sebagai 

perseroan terbatas. Selanjutnya menghubungkan teori~teori tersebut dengan penelitian 

dan analisa penulis mengenai Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian Bank 

Akibat Kredit M&cet Tldak lupa juga penukis memasukkan peraturan perundang

undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, 

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbinan dari berbagai pihak, dari masa 

perku!iahan sampai pada masa penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis 

untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. DR. Zulkarnaen Sitompul,SH, LLM, selaku dosen pembimbing tesis saya yang 

te!ah menyediakan wakm, tenaga, dan menyumbangkan pikiran da!am 

penyusunan tesis saya, serta kesabarannya dalam membimbing saya menyusun 

tesis ini; 

2. Seluruh dos.en yang mendidik penulis selama penulis meountut ilmu di fakultas 

Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, terima kasih untuk ilmu 

yang dibagikan kepada penul!s, semua ltu sungguh berarti dan berharga bagi 

penulis; 

3. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, terima kasih 

untuk bantuan dan ke1ja sama kalian dalam setiap urusan administrasi penulis 

iv 

Universitas Indonesia 

Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



sela.ma penulis kuliah di Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 

Indonesia~ 

4, Seluruh staff Bank BN!, Bapak Otet dan Bapak Victot (Divisi Hukum Bank 

BNI), Bapak Pandu dan lbu Vaya (Divisi Korporasi Bank BNI), untuk 

bimbingan dan data-data yang diberikan kalian untuk rnenunjang penulisan tesis 

ini; 

5. Mr. Yun Youn Joong sebagai President Direh.'tur PT. Animo Indonesia yang 

selalu mendukung serta mengijiokan penulis untuk bekerja sambil 

menyelesaikan pendidikan penulis, terlma kasih untuk pengertian Mr. Yun; 

6. Yang terknsih ayah dan ibu penuHs yang selalu mendorong penulis untuk 

menuntut ilmu setinggl-tingginya, doa, pengorbanan, kasih, kesabaran, dan 

perhatian kalian sungguh berarti dau berharga bagiku, tesis ini kupersembahkan 

terkhusus untuk ayah ibuku sebagai rasa \Wjud terima kasihku untuk ayah dan 

ibuku; 

7. Abang dan kakak penulis yang juga selaiu ikut mendorong serta memberikan 

perhatian kepada penulis dalam menyelcsoikan pendidikan penulis; 

8. Yang tercinta untuk seluruh keluarga besarku, yang juga ikut mendukung 

penulis dalam pendidikan penulis, khususnya untuk tante Ema, kakak Ade 

Siregar, Abang Sonny Samosir, Tumpal Nababan, dan Tara Nababan. 

9. Seluruh sahabat scperjuanganku selama kuliah, Kornelis Dehotman, Johannes 

R.E.R.Hutagalung, lrfan lndra Bayu, Danny Pramesvrari, dan Sclly Grace, 

tcrima kasih untuk persahabatan yang kalian berikan, dan biarlah itu tetap abadi 

umuk selamanya, karena sahabat adalah harta yang paling berharga; 

10. Yang tersayang Oktarina Sumandad, yang selalu mendukung dan memotivasi 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini, tcrima kasih untuk cinta, perbatlan, dan 

kesetiaanmu di sisiku; 

l 1. Yang terkasih seluruh sahabat-sahabat pelayananku, Naposobulung HKBP Ps. 

Rebo, Cherubim Male Choir, dan Abigail Voice, terima kasih untuk kerjas sama 

dalam peiayanan di Gereja HKBP Ps. Rebo, khususnya untuk seluruh seksi 

rnarturia 1\HKBP Ps. Rebo; 

v 

UniVEH'Sitaslndonesia 

Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebut 

satu persatu. 

Penults: tidak dapat membalas semua dukungan, cinta kasih, serta perhatian 

kalian, tetapi penuiis berdoa, semoga kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa 

berlimpah dalam hidup kita, 

PenuHs menyadari, bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari 

kesempumaan. O!eh karena itu dengan Iapang dada penulis akan sangat berterima 

kasih jika ada kritik dan saran yang membangun untuk membuat lebih baik penulisan 

inL Akhlr kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penulisan ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. 

Jakarta, Desember 2008 

Pen lis, 

JASON FRE RICK SlRF.GAR 

v[ 

Universitas Indonesia 

Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di 
bawah ini~ 

Nama 
NPM 

: Jason Fredrick Siregar 
: 0606!5!822 

Program Studi: llmu Hukum 
Departemen ; Huklun Ekonorni 
Fakultas : Hukum 
Jenis Karya : Tesis 

Demi pengembangan Hmu pengetahuan, menyetujui untuk rnemberikan kepada 
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty
Free Rigilt) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

TANGGUNG JAW AB DIREKSJ BANK ATAS KERUGIAN BANK 
AKIBAT KBEDIT MACET 

Beserta perangkat yang ada Gika dlperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 
Nonekslusif mt Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengali 
medla/fonnatkan~ mengelolah datam bentuk pangkalan data (database). merawat, 
dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya sefama tetap 
mencanturnkan nama saya sebagai penuHs!pencipta dan sebagai pemilik Hak 
Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya. 

Dibuat di :Jakarta 

Pada Tanggal: 05 Januari 2009 

( Jason Fredrick Siregar ) 

VII 

Universitas Indonesia 
Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



ABSTRAK 

Nama : Jason Fredrick Slregar 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Judul : Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit 
Macet 

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab direksi bank sebagai pengurus atas 
usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan. Perbankan memiliki 
peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasionaL Peranan yang 
dimaksud yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan 
untuk menjalankan roda perekonomian baik secara milcro maupun makro. Berkaitan 
dengan perannya ini perbankan juga mengalarni masalah yang menuntut perhatian 
besar agar perbanksn dapat menjalankan perannya dengan baik. Masalah terbesar 
yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, masalah tersebut bertambah rumit 
sejalan dengan seringnya debirur-debitl!r bank mengalami kredit macet (Insolven). 
Masalah ini sangatlah serius untuk diperhatikan, karena kredit macet merupakan salah 
satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi perekonomian bank, bahkan terkadang 
menjadi fakt01 utama dilikuidasinya sebuah bank. Oleh kruena iru, bank sebagai most 
regulated im~·ustry, sangat ketat dalarn mengatur usaha bank, khususnya mengenai 
penyaluran kredit bank. Dalam penyaluran kredit bank tersebut, bank dituntut untuk 
selalu menerapkru1 prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar~ walaupun 
terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi disisi lain~ bank juga 
diharapkan untuk dapat cepat dalam melakukan pertumbuhan ekonomi bank. Hal ini 
tentu saja menjadi suatu dilema bagi direksi bank, sebab direksi sebagai pengurus 
harian bank, selain harus berhati-hati dalam menyalurkan k:redit, tetapi di sisi lain, 
direksi juga dituntut untuk mengambil langkah dengan cepat dan tepat. dalam 
menumbuhkan perekonomian bank. Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator 
perbankan Indonesia> juga dltuntut untuk selalu mengawasi serta mengatur usaha 
perbankan serta seluruh tindakan penguros bank dalam haJ ini dJreksi sebagai 
pengurus harian, k.hususnya dalam hal penyaluran kredi1 bank. Pene1itian ini adalah 
penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa regulator sebagai 
pencipta peraturan, diharapkan untuk terus mempcrketat peraturan perbankan 
Indonesia, k:husunya dalam usaha bank menyalurkan kredit; direksi bank diharapkan 
menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan benar agar terhindar dari 
tanggungjawab atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkannya kepadu debirur, 
dimana dikemudian hmi debitur tersebut mengalami kredit macet, 

Kata kunci 

Taoggungjawab direksi bank 
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ABSTR<I.CT 

Name : Jason Fredrick Siregar 
Study Program : Study of Law 
Title : The Board of Bank Responsibility in Credit Loss Caused by Insolvent 

This thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee in 
the banking industry~ specifically in the credit distribution. Banking has an important role 
in the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to run 
the micro and macro economy. ln carrying out the role~ banking experienced problems. 
The blggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots of 
discharge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a serious 
matter slnce insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent can 
also be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulated 
industry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributing 
creditsl banking ought to be very cautious and correctly implement the right management 
risk Such action needs a rong time to carry out, but at the same time banking has to move 
fast in their economic growth. This: is: a diJemmatic situation for the board of director, 
Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly controls 
and regulates the banking business and every action taken by the management espec1ally 
in credit distdoution. This research is a juridical normative pattern research. The result of 
the research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, to 
strictly implement the banking regulation in Indonesja, especially in distributing banking 
credits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governance 
to avoid the responsibility of loss caused by iru;olvent. 

Key words: 
Board of Bank Responsibility 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Merupakan suatu kenyataan di seluruh dunia bahwa industri perbankan 

merupakan suatu cabang induslri yang paling banyak diatur oleh pemerintah 

apabila dibandingkan dengan eabang-cabang induslri lainnya, oleh karena itu 

induslri perbankan disebut sebagai "Regulated Business''. Hal tersebut 

dikarenakon kegiatan usaha perbankan lebih banyak bergantung pacta dona 

masyarakat yang memerlukan kepastian keamanannya dibandingkan dengan 

modal sendiri. 

Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia perbankan Indonesia diberi 

peranan yang slrategis oleh Undang-undang Perbankan sebagai salah satu sarana 

dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi 

pembangnnan, yaitu pemerataan pembangnnan, pertumbuban ekonomi. dan 

stabilitas rnlSional. Peranan ito ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No, lO 

tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut :1 

"'Perbank:an Indonesia bertujuan menunjang peJaksanaan pembangunan 
nasional dalam rll!1gka meningkatkan pemeratrum, pertumbuban ekonomi, dan 
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahternan rakyat ban yak." 

Definisi dari bank sendiri, dalarn Undang-undang No. lO tahun 1998 

didasarkan parla persepsi mengenai funsi bank. Definisi bank menurut Pasal I 

ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 199& adalah sebagai berikut :2 

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalarn bentuk simpanan. dan rnenyalurkann)ra kepada rnasyarakat 
dalam heutuk kredit dan atau bentuk·bontuk lainnya dalarn 
meningkatkan tarafhidup mkyat banyak." 

1 lndonesia. Undang~undang No IO !.ahun t998 tentang Perbankan, LN No. 31 tahun 1998, TLN. No, 
3790. 
2 lbid 

1 
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Pada Undang-Undang No. 7 lahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank 

memi!ikl fungsi utama sebagai pengbimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal 

tersebut tertuang pada Pasal 3 Undang-undang No. 10 talllln 1998 tentrutg 

Perubahan Undang-undang No. 7lahun 1992 tentang Perbankan, yang berisi :3 

"Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai pengbimpun dan 
penyalur dana masyarakaf' 

Oleh karena itu, bank diharapkan dapat menjalankan bisnisnya secara 

profesional, dan menerapkan Slll!tu prinsip kehati-hatian (prudential mea.•ure). 

Prinsip ini merupakan satu prinsip yang penting yang harus sealu dipegang dan 

diterapkan oleh pihak bank terutarna dalam kaitannya dengan masalah 

penyaluran kredit Saat ini, kegiatrut pemberian kredit perbankan di Indonesia, 

balk oleh bank umum ataupun bank perkreditan rakyat, masih merupakan sumber 

pendapatan utama bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberbm 

kredit itn adalah berupa bunga. Oleh karena itu, maka pendapatan yang demikian 

itu disebut interest income. SeJain bank memperoleh pendapatan interest income, 

bank juga memperoieh pendapatan berupa non~ interest income, yaitu pendapatan 

yang berupa foe yang bukan berasal dari pemberian kredit. Misalnya, pendapatan 

yang berasal dari pengiriman uang pengellll!fan sural keterangan bank, penerbitan 

bank garansi (bank guarantee), pembukaan letter of credit (L!C), menyewakan 

safe deposit box, dan sebagainya. 

Pengertian kredit menurut Undang-undang No. l 0 tabU!l 1998 tentang 

Perbankan yang merupakan perubehan alas Undang-Undang No. 7 lahun 1992 

tentmg Perbankan, sebagairoana tertuang dalam Pasal l angka II, adalab sebagai 

berikut: 

3 lbid 
4 Jbid 

"Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersarnakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjarn 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam unluk melWlasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jurnlah bunga, "4 
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Pemberion kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi 

ini pula yang seringkali menjedi penyebab bangkrutnya suatu bonk. Krisis 

perbankan yang melanda asia pada tahun 1997, mengajarkan kita tentang hal 

tersebut. Pemberion kredit memang merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. 

Karena itu, bank barus marnpu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan 

kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran 

kredit tersebut. luformasi tentang caJon nasabah debitur merupakan faktor krusial 

dalam menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi bank.' 

Risiko yang dimaksud dalam hal pemberian kredit tersebut. yaitu saat dimana 

teJjadinya wanprestasi atau cidem janji dalarn peJjanjian kredit yang dapat berupa 

keterlamhatan pembayaran atau kredit mace!. Kredit maeet pada dasamya adalah 

gagalnya nasabah/ debitur untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar 

pokok pinjaman serm bungauya sesuai dengan peJjanjian kredit yan~ telah 

disepakati antara debitur dengan kreditur. Tidak sedikit bonk yang mcngalami 

kesulitan dalam menangani kasus kredit macet, karena tidak cermat dalam 

meneliti aspek huktun dan nilai harta yang dijadikan jaminan kredit oieh debitur. 

Hal tersebut tentu akan mengganggu kesehatan dari suatu hank, karena uang 

yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit, adalab modal 

bank yang didapal dari penghlmpunan dana masyarakat, baik dalam bentuk 

tabungan, deposito, sabam, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai risiko 

perkreditan, yaitu behwa dengan adanya kredit rnacet maka disamping bank tidak 

memperoleh pendapatan bungajuga bonk rugi karena :6 

l) Jumlah tagiban kredit hams dikompensasikan dengan modal sehingga 

modal berkurang bahkan mungkin babis yang mengakibatkan bank 

melanggar ketentuan Capital Adequacy Ratio yang menurut Peraturan 

Intemasional dari Basel Committee yang diadopsi Bank Indonesia paHng 

sedikit harus 8%. 

2) Bilarnana modal Bank cukup kuat malca bank t<Ipaksa harus mengadakan 

pencadangan. Pencadangan ini jelas langsung berpengaruh terhadap 

1 7..ulkarnain Sitompul. Problematika Perbankan, (Bandung: Books Terrace&Library, :ZOOS) haL 1&6 
6 Gunarto Suhardi. Risika Dafam Pemberian Kredit PerluJt1kan, 2006 da!am Jumal Hukum Projustitia 
Vol. 24. No. l Tahun :2006. Hal. 99 
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besamn loanable fonds yakni dana yang dapat ditempatkan dan 

mengbasilkan bagi bank. 

Risiko macet pada kredit perbankan memang sudah inherent atau sudah 

melekat pada sifat usaha perbankan dimanapun karena sebab-sebab pokok 

sebagai berilrut :7 

I) Bank dalam memberikan fasilitas kredit maka bank berurusan dengan 

penghitungan bagi masa depan. Jadi terdapat suatu gap atau waktu 

pemisab antara kejadian saat ini yakni kejadian pancairan dana bank dan 

kejadian pelunasan yang jangke waktunya ditetapkan daiarn paljanjian 

perdata yang dibuat bank dengan debitumya. Bagaimanapun baiknya 

perhitungan oleh pejabat hank akan tetap saja semuanya berupa ramaian. 

Kejadian yang akan datang yang tidak menentu itu tidnklah sepenuhnya 

berada dalam kontrol atau pengendalian pejabat bank. 

2) Barang yang dipinjarnkan berupa uang yang dapat dipaka; habis oleh 

peminjam. Uang di zaman sekarang ini makill bersifat maya atau virlual 

yang lalu lintas pergerakkannya tidak kasat mata. Uang dalam jumlah 

besar tidak lagi berupa lembaran-lembaran uang kertas akan tetapi berupa 

tagiban-tagihan dalam rekening atas nama para nasahab bank. Namun 

bagaimanapun harus diusahakan babwa pada akhir jangka waktu debitur 

harus menyediakan uang baik tunal maupun tagihan dalarn rekening 

kepada bank sebagai pelunasan hutangnya. 

3) Usaha dalam bidang perbaakan melalui pemberian kredit adalab usaba 

dagang biasa sebagaimana usaha dagang lainnya akan menghadapi risiko 

rugi atau kemungkinan akan memperoleh keuntungan. Barang 

dagangannya yakni uang sebagaimana barang dagangan laiunya juga 

mengbedapi risiko hilang atau berkurang dalam proses perdagangan 

tersebut. Untuk itulah diperluken asuransi yang dalam bel ini berbentuk 

jaminan disertai pengenaan bunga sebagai tindakan pengamanan terhadap 

barang dagangan tersebut. 

7 Ibid., haL 99~100 
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Kenyalaao diatas menggambatkan bahwa !credit adalah sumber pendapatan 

bank {bunga) yang terbesar, nrumm sekaligus merupakan snmber risiko operasi 

bisnis yang terbesar. Kredit macet dan kredit bermasalab menjadi duri dalarn 

daging operasi bank Kredit macet bukan saja menggerogoti jurnlab dana 

operasional dan likuiditas keuangan bank, yang sebagai kelanjutrumya akan 

menggoyabkan kedudukan dana yang didepositokan o!eh para deposan. 8 

Risilro kredit macet dan bermasalab dapat dlperkecil dengan melalrukan 

analisa krediL Anlisa kredit yang dilaksanakan secara profesional dapat berperan 

sebegai saringan pertama dahan nsaha bank menangkal bebaya kredlt maeet atau 

bermasalab.' 

Dari penjelasan mengenal risiko kredlt diatas, dapat !rita lihat, babwa risiko 

kredit bergantung kepada pengurus bank dalam hal ini direks~ dalam 

rnenjalankan kegiatan usabanya yaltu pemberian kredlt kepada debitur, secara 

jujur dan berbati-hati. Dilema kembali muncul, sebab saat dima.,. bank banyak 

bergantung pada usaha pemberian kredit sebagai interest income, dengan 

perhitungan akan sesuatu basil yang bclum pasti di masa dcpan, direksi juga 

dapat menjadikan perhitungan yang belum pasti tersebut untuk melakukan suatu 

perbuatan curang. yaitu antara Jain Piercing The Coporate veil. 

Semenjak lahirya Undang-undang No. 7 tabun 1992, maka status bank adalab 

badan hakum yang berbentuk Perseroan Terbetas. Dengan demikian, maka 

penge!ola bank maupun pengurus Perseroan Terbatas tunduk pada Undang

undang No. 4Q tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kewenangan 

direksi bank sebagai pengurus suatu Perseroan Terbatas pun barns berdasar pada 

ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Perseroan Terbatas. 

Dalam Pasal I angka 5 Undang-undang No. 40 tabun 2007 tentang Perseroan 

T erbatas, defmisi dari Direksi. yaitu: to 

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

1 Yunus Husain dan Zulkamain Sltomput Hukum Perbankon L (Jakarta : Universitas Indonesia, 
200l) 
"ibid 
10 Indonesia. Undang·Unds.ng No, 40 tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No. 106 tahun 2007, 
TLN. No. 4756 

Universitas Indonesia 
Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH UI, 2009



6 

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar." 

Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (I) dan (2) UU No. 40 tahun 2007, dimuat 

mengenai tugas serta kewenangan daripada direksi Perseroan Terbatas, yaitu : 

(I) "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan 
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ~· 

(2) "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepa1; dalam batas 
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran danar." 

Tugas dan keVI=angan dari direksi Perseroan Terbatas yang diatur pada 

Undang-undang No. 40 tahun 2007, meryadi suatu peraturan bagi direksi baak 

sebagai suatu Perseroan Terbalas dalarn menjalankan kegiallm usahanya, yaitu 

salah satwlya penyaluran krndit perbankan. 

Dalarn kasus-kasus krndit barmasalah, pengarub direksi dalam pelaksanaan 

pemberian krndit terbukti sangat doarinan. Direksi ser:i.1g kali melanggar 

berbagai kerentuan seperti melanggar ketentuan batas maksirnal pcmberian kredit 

yang kemudian mengakibatkan munculnya !credit bennasalah yang akhirnya 

merugikan bank dan kepentingan-kepentingan terkait Salah satu oontobnya 

dapar kita Iihat pada kasus Baak Mandiri, dimana 3 mantan direksi Baak Mandiri 

diparsangkakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian krndit 

kepnda PT. Cipta Graha Nusantara, dimana perusahaan tersebut akhirnya 

mengalami krndit macet dan merugikan negara kurang lebih Rp. 160 miliar, 

permasalahan separti inilal1 yang sering kali membuat kondisi perbankan menjadi 

tidak sehat.11 

Perihal inilah yang menjadi pennasalahan bagi dunia perbankan, apakah 

setiap direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perhituugan 

masa depan yang tidak pasti, yang mengakibatkan suatu kerugian pada PT. Bank, 

dalam hal menjalankan usahanya sebagai penyalur kredit perbaakan kepada 

masyarakat 

Selain itu Juga masalab tersebut dialas, menimbulkan keraguan alas 

efelctivitas prudential regulation dan pengawasWl. Indikator tentang kekuatan 

11 Antonius Sujata, "PelajbNm Berharga dari Kasus Bank Mandiri", Suara Pembantan (13 Maret 
2006)' 8. 
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pengawasan, pemberlakuan ratio kecukupan modal yang ketat tidak secara tegas 

memperlibatksn kaimn dengan kinerja bank dan stabilitas sistem keuangan. 

Sebaliknya pengawasan yang intensif sering kali berkal!an dengan korupsi dan 

praktik-praktik yang tidak terpuji lainnya. Ketentuan keterbukaan (sunsine 

regulation) yang memaksa <filakukannya transparansi informasi dipandang 

merupakan alternatif pendekalan untuk membentuk perbankan yang sebat. 

Sistem perbankan akan berjalan baik apabila disiplin pasar (mark£/ discipline) 

diterapkan.12 Efektivitas pengawasan ini tentunya bergantung pada kinelja atau 

peranan dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan salah satu regulator melalui 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) bagi bank-bank yang berstatus badan hukum 

Perseroao Terbatas di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

kbususnya menyalurkan kradit perbankan keperla masyarakal 

B. Rumusan Masalab 

Bertitik tolak dari Jatar bolakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, 

maka yang menjadi pokok pem>asalahan pada penulisan ini adalah ; 

1. Apakah Undang-undang Perbankan dalam mengatur pelaksanaao 

penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk «-most regulated industryj' 

menjadi pendukung atau pengbambat bagi kegiatan usaba perbankan? 

2. Bagaimana tanggung jawab direksi alas penyelesaian kredit bermasalah 

atau kredit macet, yang menimbulkan kerugian pada bank sebagai 

Perseroan Terbatas? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan pennasalahan diatas, mak.a penulisan ini bertujuan : 

1. Untuk menge!ahui apakah Undang-undang Perbankan dalam mengatur 

polaksanaan penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk «mast regulated 

industry" menjadi pendukung atau penghambat bagi kegiatan usaha 

perbankan. 

1
::! Zulkamain Sitompu.L Jndusfri Perbankan dan /klim lnvestasi: 2{107. HaL 5. (www. Legaliias,org) 

terakhirdiakses 19 ApriJ 2008. 
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2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab direksi atas penyelesaian 

kredit bermasalah atau kredit mace~ yang menimbulkan kerugian pada 

bank sebagai Perseroan Terbatas. 

D. Metode Penelitian 

Untuk mengungkapkan keberu!J:an dalam suatu penelitian ilmiah, diperluksn 

metode penelitian tertentu. Penelitian adalab suatu kegiatan ilmiab yang 

berkaitan dengan analitis dan konstruksi yang dilakukan sesuai metode atau cara 

tertentu. Sistematis berarti berdasarkan sistem, sedengkan konsistensi berarti 

tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam snatu kerangka tertentu. Dabun hal 

ini penelitian meropakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

balk dari segi teoritis maupun praktis. " Dabun penelitian ini penulis 

menggunakan : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalab penelitian hukum 

narmatif yaitu mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalab norma. 

kaidah, dan aturan hukum untuk dibji kualitasnya. Dengan menggunakan 

pendekstan : 

a. Azas-azas hukuml ajaranl doktrin hukum yang mengacu pada para 

ahli dan azas-azas hukum atau doktrin yang telah ada. 

b. Pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu mengacu pada 

peraturan perundang~undangan lain yang lebih tinggi atau peraturan 

sejenis mengenai Perbankan. 

2. Teknik pengumpulan data 

Dabun penelitlan ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder) yaitu 

data yang sudah terscdia. dimana data tersebut tidak: dlbatasi tempat, 

roang, dan wakht Dengan baban hukum, yaitu : 

a. Bahan hukum primer 

n Soerjono Soekanto, PenganJar Penelition Hukum. {Jakarta: ill Press, 1994) Hat 42 
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Y aitu bahan-bahan hukum yang mengika~ yang mencakup peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan Perbankan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Y aitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengelllll bahan 

hukum primer, yang terdiri dari : 

1) Hasil-basil penelitian huknm yang telah nda sebelumnya yang 

berkaitan dengan Perbankan. 

2) Bahan kepustakaan berupa bnkn-bnkn tentang hukum yang dapat 

mendukung penulisan. 

3) Artikel dari media massa, termasuk ulasan dalam majalah atau 

jumal hukum yang herhubungan dengan masalah yang herkaitan 

dengan Perbankan. 

4) Bahan hukum dari internet yang herhubungan dengan Perbankan. 

c. Data hnknm tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum prhner dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan 

lain-lain. 

Selain itu. penulis juga menggunukan teknik pengumpulan data dengan 

menggunukan dua jenis alat pengumpulan data, yaitu : 

L Studi dokumen amu bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data 

yang dilukukan melalui data tertulis, dengan cara menelaab bacaan yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan di bidang perbankan, yakni 

mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari ketentuan peraturan 

perundang-undangan, huku-buku, kamus-kamus, karangan-karsngan 

ilmiah, danjumal-juma1; 14 

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawanca:ra langsung dengan 

infonnan yang berfungsi untuk membuat deskripsl dan! atau eksplorasi,15 

dalam hal ini penulis rnelakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu 

14 lhid. haL 21 
IS Ibid, hal. 25 
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pejabat pada PT. Bank Negara Indonesia dengan menggunakan teknik 

wawancara tidak berencana.16 

Data yang diperoleb dalam penelitian ini dioleb dan dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penelitian ini disusun seeara 

deakriptif analitis sehlngga dapet membantu mencari jawaban dari rumusn 

pennasaleban peda penulisan ini. 

Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif terhadap 

masalah-masalah konkrit yang dihadapi dalam tanggung jawah dimksi bank alas 

kerugian bank akibat kredit macet 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptnal 

Dari waktu ke waktu perusabaan-perusahaan memerlukao dana tambahan 

untuk beroperasi, dan sumber dana tersebut antara lain dibarapkan dari kredit 

bank. Sebelwn sebuah baak meyetujui permotonan ualon nasabah debitur untuk 

mendapetkan fasilitas kredit, petugas bank akan menganalisis calon nasabah 

debitur untuk menentukan kemauan dan kemarnpllllil eaton nasahah debitur 

tersebut untuk membayar kembeli fusilitas kredit yang akan dinikruatinya. 

Dengan kata lain, bank dengan analisisnya menentukan kadar creditworthiness 

dari calon nasabah debitur 

Seperti dikemukakan oleh Roger H. Hale bahwa bank pada dewasa ini akan 

berbuat sebaik-balknya untuk tidak bertumpu kepada perasaan-pern.saan 

emosionalnya, seperti harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatiran, tetapi 

bertumpu pada kepada pendapal-pendapat yang didasarkan kepada studi yang 

mendalam mengenai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan calon 

nasabah debitur.17 

Oleh karena itu, direksi bank diharapkan selalu menerapkan pnnSJp 

prudential measure atau prinsip kehati-hatian da1am penyaluran kredit perbankan 

16 Burhan Asbshofa, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta; Rineka Cipta, 2007), blm. 96 
17 Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkonrrk dan Perlindungan yang Seimbong Bagi Pura Pihak 
dalam Perjanjian Kredit Bank di Ind(mc:;ia, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993). HaL 176 
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yang dilakukannya, dengan menerapkan analisis kredit melalui 5 C's of Credit, 

yaitu :18 

1. Wewenang untuk meminjam (Competence to borrow); 

2. Watak pemilik perusaaan (Character) ; 

3. Kondisi harta operasional persahaan (Capita[); 

4. Jenis dan nilaijaminan yang ada (Co/latera[); 

5. Perkembangan ekonomi dan sektor usaha perusahaan debitur 

(Condition of economy and sektor ofbusiness). 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau 

mace!. Kredit bermasalah atau mace!, merupakan sumber masalah utama bagi 

kesehatan perbankan serta kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank, dan tidak 

jarang mengakibatkan bank dilikuidasi atau beku operasi atau beku kegiatan 

usaha Pada tahun 2004 pemerintah mencabut 50 ijin usaha bank beku operasi 

(BBO) atau bank beku kegiatan usaha (BBKU). 19 

Permasalahan tersebut diatas dikarenakan perhitungan yang tidak. pasti atas 

suatu risiko kredit perbankan yang disalurkan oleh bank. Tetapi apakah alasan 

tersebut akan menjadi suatu "perisai" bagi direksi untuk membebaskan dirinya 

dari tanggung jawab, jika ia melakukan kecurangan jabatan dalam menyalurkan 

kredit perbankan pad a bank yang dipimpinnya, sehingga menimbulkan Piercing 

The Corporate Veil. 

Selama perseroan dijalankan sebagaimana mestinya., dan para organ 

perseroan melakuk.an tugasnya masing-masing dengan penuh tanggtmg jawab, 

maka tidak ada yang dapat dipermasalahkan. Namun persoalan mulai timbul 

manakala perusahaan menjadi altar ego dari para organ perseroannya, dengan 

kata lain~ perseroan hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan pribadi 

organ tersebut. Pada penerapannya doktrin Piercing The Corporate Veil dapat 

digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban pribadi dari direksi atas 

perbuatannya yang bertentangan dengan fiduciary duty-nya, sehingga 

menimbulkan kerugian kepada perseroan. 20 

18 Yunus Husain dan Zulkamain Sitompul., Op. Cit 
19 Zulkamain Sitompul., Op. Cit. Hal. 320 
20 Hendra Setiawan Boen. Bianglala Business judgment rule. (Jakarta: PT. Tatanusa. 2008) hal. 92-93 
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Dalam me!aksanakan tugas dan wewenangnya, direksi barns bertolak dari 

landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua 

prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya 

(fuiuciary duty), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati

hatian tindakan direksi. 21 

Kedua prinsip tersebut menuntut direksi untuk bertindak se<:a<a hati-hati dan 

disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. 

Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut membawa konsekuelllli yang berat 

bagi direksi karena hal tersebut menyebabkan direksi dapat dimintakan 

pertanggung jawaban pribadi ataa tindakannya yang merugikan perneroan, dalam 

meojalankan tugas kepengorusannya, direksi haros senantiasa bertindak dengan 

itikad baik, dan memperhatikan kepentigan perseroan bukan kepeotingan dari 

pernegang saham semata-mata. Munir Fuady betpendapat mengenai fiduciary 

duty sebegai berikut :21 

"yang dirnaksud dengan fiduciary duty dari seorang direksi adalah 
tugas yang terbit secara hukum (by the operation of law) dari suatu 
hubungan fiducialy antara direksi dan perseroan yang 
dipirnpinnya,yang menyehabkan direksi berkedudukan sebagai trustee 
sehingga seorll!lg direksi harus mempunyai kepadulian (duty of care), 
kemampuan (skill), itikad beik (good faith), loyalitas (loyalty), dan 
kejujuran terhadap perseroannya." 

Adapun jelas bahwa bank sebegal suatu bedan hukmn sebagai suatu subjek 

hukmn yang mandiri, suatu legal entity, diwakili oleh para pengurusnya, atau 

dengan perkataan lain pengurus benvenang mewakili badan hukum. Dalam hal 

yang melakukan perbuatan melanggar hukmn ataupun perbuatan curang itu 

adalah suatu badan hukum, maim disini yang dibadapi adalah suatu organisasi 

yang kompleks. yaitu sekelompok orang yang terkait dalam suatu sistem keija 

tertentu. Di sini tirnbul pertaoyaan, siapa di antara orang-orang itu yang berhak 

mewakili. serta bertindak untuk dan atas nama harlan hukum itu, dan siapa yang 

21 Ibid, bal. 93-94 
22 Ibid, hal. 95-96 
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memikul tanggung jawab. 23 Dengan menyingkap tabir perneroan maka dapat 

dikatakan babwa tanggnng jawab direksi menjadi tidak terbatas, dalam hal-hal 

tertentu. 

Dari pemhabasan mengenai permasalaban usaha baak dalam menyalurksn 

kredit perbaakan diatas dapet kita !ihat, habwa industri perbaakan merupekan 

industri yang paling penting dalam tonggak pere!ronontian bangsa, retapi disisi 

lain industri perbaakan merupaksn industri yang harus menerapksn secara pennh 

prinsip kehati-hlltian, sebab sebagian besar dari modal baak ia!ah dana na.sabab. 

O!eh kerena itu mennrut Frank P dan Ricard D. Johnson, "Bank is the most 

regulated industry in the world'". 24 !ndustri perbaakan sarat dengan batasan

batasan, peraturan dan ketentuan yang yang harus dipatuhi o!eh aparat baak. 

Seperti yang telab dikemnkakan diatas, behwa sumber utama penna.salaban yang 

sering teJjadi pada ka.sus kredit maeet dan bermasalab ialab kurang te!itinya 

analisa kredit ataupun kesengajrum keeurangan dalam pelaksanaan perjanjian 

kredit yang dilakukan oleh pengelola baak. Hal ini membuat pemerintah haruslab 

melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap useha bank, khususnya peda 

penyaluran kredit perbaakan. 

Da1am me!akukan usabanya khususnya dalam hal penyaluran kredit, direksi 

baak sehllgai pengurus baak harusleh menerapkan dengan balk prinsip dari Good 

Corporate Governance (GCG). Hal ini dikarenakan direksi baak bekeda 

becdasarkanfiduciary duty yang diberikan pedanya oleh Rapat Umwn Pemegang 

Sabam. 25 Kesa!aban pengurusan yang dilakukan o!eh direksi dengan sengaja 

dapat dimintakan pertanggnng jawaban pribadi kepada direksi. 26 Tetapi jika 

direksi telab menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar, muka prinsip 

business judgment rule dapat menjadi dasar bagi direksi untuk mcmbebaskan 

dirinya dari pertanggnng jawaben pribadi. Prinsip business judgment rule 

memandang keputusan direksi yang diambi! merupaksn keputusan ynng tepa! 

23 Chatatnan:asjid Ais, Menyingkap Tahir Perseroan. {Bandung; PT. Citrn A<iitya Bakti, 2000). HaL 
158-159 
24 Widjanarto. Hukum dan KetenJmm Perbm;km di Indonesia. (Jakarta :PT. Pust.aka Utama Grilfiti, 
2007). Hal. 50 
2-' Lihat Pasal 92 UUPT 
26 Lihat Pasal 97 UUPT 
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dan melalui pertimbangan bisnis yang leapt pula pada saat pengambilan 

keputusan itu, retapi jika di kemudian hari bank mengalami ken1gian kemna 

keputusan tersebut, hal tersebut dipandang sebagai risiko bisnis, dan tidak dapat 

dimintakan pertmggung jawaban kepada direksi. 

Black1s law dictionary memberi definisi business judgment rule sebagai 

berikut:27 

"The presumption that in making business decesions not involving 
direct self interest or self dealing, corporate directors act on an 
informed babsis, in good faith, and in tlul honest belief that theri 
och·os are in the corporations best interest. The rule shields directors 
and officers from liability for unprofitable or harmfUl corporate 
transactions if the transm;tions were mare in good foilh, with due 
care, and within the directors or officers authorithy. " 

Bw;iness Judgment Rule timbul sebagai akibat telab dilaksanaksnnya 

fiduciary duly oleh seomng direksi, yaitu prinsip duty of skill and care, maka 

semua kerugian yang timbul pada perusahaan setelah dijalnkannya prinsip duty of 

skill and care ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan 

tanggung jawab secara pribadi bila teljadi kesalaban dala keputusannya terse but 

yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada perusabaan. 

F. Sist~matika Penulisan 

Sistematika dari penulisan ini disusun dalarn lima bab, yang dimana masing

masing bab berisi tentang : 

BABI 

BABll 

Pendahuluan, bab ini terdiri dari Jatar belakang, perumusan 

pennasalaban, tujuan penulisan, metode penelitian, kerangka 

teoritis dan konseptual, dan sistematika penuJisan. 

Kredit Maect Pada Perbankan, bab ini membahas mengenai 

pengertian dari kredit maeet dan penyebab dari timbulnya kredit 

macet baik faktor internal alaupun faktor ekstemal. Selain itu, bab 

~1 Hendra Setiawan Boeo. Op.Cit, hal.lOO 
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ini juga akan menjelaskan mengenai dampak dari pada timbulnya 

!credit macet bagi kondisi perekonomian baak pembari kredit. Bab 

ini juga akan membahas mengenai pengawasan kredit yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas dari kegiatan 

perbankan di Indonesia. 

Pibak-pibak yang Bertanggung jawab dalam Penyaluran 

Kredit Bank, dalam bab Ill ini dijelaskan mengenai pihak-pihak 

baak yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran !credit, serta 

bentuk tanggnngjawab pihak-pihak yang terkait. 

Tanggung Jawab Direksi Bank Dihubungkan Dengan 

Penerapan Business Judgment Rule, bab ini akan menganatisis 

peraturan perundang-undangan bagi usaba perkreditan dalam dunia 

perbankan, dan tanggung jawab yuridis dari direksi bank atas 

penyaluran kredit dihubungk.an dengan pengaturan mengenai 

bussiness judgment rule. 

Penutup, dalam bab terakhir ini penulis akan membuat sebuah 

kesimpulan serta mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan penulisan ini. 
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BABII 

KREDIT MACET P ADA PERBANKAN 

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemberian Kredit Bank. 

Ketentuan mengenai bentuk perjanjian kredit tidak diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, artinya perjanjian kredit tidak ditentukan 

harus dalam bentuk tertentu tetapi lebih pada kesepakatan para pihak. 

Buku ill KUHPerdata menganut asas "kebebasan" berkontrak dalam hal 

membuat perjanjian (beginsel der contractsvr~iheid). Asas ini dapat disimpulkan 

dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang 

dibuat secara sah, berlaku sebagai Wldang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh Pasal tersebut, bahwa tiap 

perjanjian "mengikat" kedua pihak dan orang dapat membuat peljanjian apa saja 

asalkan tidak melangg~r ketertiban umum. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama, artinya perjanjian yang 

tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata sehingga keberadaannya adalah 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III 

KUHPerdata. 

A. I. Pengertian Krcdit 

Jstilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu Credere yang berarti percaya 

atau Credo atau Creditum yang berarti saya percaya. Dasar pengertian dari 

istilah kredit adalah kepercayaan, sehingga hubungan yang tcrjalin dalam 

kegiatan perkreditan diantara para pihak sepenuhnya harus didasari oleh adanya 

rasa saling percaya, bahwa yang memberikan kredit percaya penerima kredit 

akan sanggup melunasi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik 

mcnyangkutjangka waktu, prestasi, dan kontra prcstasinya.28 

Menurul Pasal l angka II Undang-Undang No. l 0 Tahun 1998 tentang 

Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, memberikan pengertian krcdit, sebagai berikut : 

28 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 
Hal. 356 
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administnosi kredit ini merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang 

berdasarl<an prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi basil.19 

A.2. Tujuan Pemberian Kredit 

Pemberlan kredit oleh perbankan menempati porsi terbesar dari kegiatan 

usaba bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,23% dari se!uruh aktiva produktif 

perl>aukan, Ak:tiva prodktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredi~ 

surat berbarga, pen,yertaan dan perumaman !ainnya yang bertujuan untuk 

memperoleh penghasi!an." 

Kredit yang diberikan oleh bank mernpakan suatu pendapatan dari usaha 

bank disamping jenis usaha yang lain. Pemberian kredit oleb bank kepada 

debitur mempunyai tujuan tertentu, yaitu : 

a. Tujuan umum 

Sebagai sumber pembiayaan pen1bangunan nasional dan sebagai 

sumber dana yang dapat disalurkan kepada masyarak&t umum untuk 

digunakan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dalam 

berbagai bidang kebidupan balk bukum, ekonomi, social, budaya, 

melalui lembaga keuangan yang efisien dan dipercaya oleh masyarakat 

serta makin dijangkau oleh setiap masyarak:at di seluruh tanah air 

dengan menciptakan ik.Jim yang mendukung agar mampu meningkatkan 

peran aktif masyarakat. 

b. Tujuan Khusus 

I) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan memperoleb basil dari 

pemberian kredit, terutama daJarn bentuk bunga yang diteria oleh 

bank sebagai balas jasa dan biaya administnosi kredit yang 

dibebankan pada nasabab; 

2) Untuk meningkatkan dan membantu usaba nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Bantuan dana tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan 

memperluas usaha debitur. 

29 Kasmir, 8(1nk dM LembtJgo Keu(lngan L4ir:nya. (Jakarta; Raja Grafindo, 2001), HaL S4. 
311 Hero Socpraptomo. HiJk Ttmgg:mgan Sebagai Pengaman Kredit Perban!wn. (Bandung : Citra 
Adi!ya Bakti, 1996), hal. 98 
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3) Membantu pemerinlah, bagi pemerintah semakin banyak kredit 

yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik, hal ini berarti 

adanya peningkatan di berbagai sektor. Keunlllllgan pemerintah dari 

pemberian kredit ini adalah, sektor penerimaan pajak dari 

keuntungan yang diperoleh nasabah bank, membarikan kesempatan 

ketia dalam hal kredit pengernbangan usaha atau perluasan usaha 

akan membutuhkan tenaga ketia, meningkatkan jumlah barang dan 

jasa, menghemat devisa, serta meningk:atkan devisa negara. 

4) Manfaat lain bagi pemerintah dan masyaraka! adalah penyalunm 

kredit kepada dunia usaha secara makro ekonomi dapat 

meningkatkan pertumbuban ekonomi Indonesia dengan 

meningkatnya sektor riel. 

A.3. Fungsi Kredit 

Dalam kehidupan perekonomian yang modem, bank memegang peranan 

yang sangat penting. Oleh karena itu rnaka organisasi-organisasi bank selalu 

diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan moneter, pengnwasan efek~efek, 

dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan uaaha pokok bank adalah 

membarikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh 

yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. 

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan 

antara lain sebagai berikut :J1 

a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang; 

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; 

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang; 

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi; 

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha; 

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 

A.4. Analisa Kredit Pada Penyaluran Kredit Bank 

31 Thomas Suyatno, Dasai'~dasar P erkredilan, {Jakarta : PT. Gramedia, 1990). HaL 14 
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Pada hakekatnya bank mempunyai tugas pokok adalah menerima dana dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat Sumber utama 

pendapatan bank adalah harasal dari bunga kredit Dengan demikian 

bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhaya terhadap segala 

hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan. 

Di satu sis~ pelepasan !credit berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan 

tertimpa risiko dan di sisi lain pcndapatan bank terutama berasal dari kegiatan 

krediL Oleh karena itu dalarn rangka pemberian kredit, sebelum permohonan 

kredit dikabulkan, bank haruslah melakukan analisa kredit, terutama menyangkut 

hal-hal berikut :32 

a. Keadaan intern bank 

Keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond !credit Plafond 

!credit yang dimaksodkan disini adahah batas maksimum bagi bank dalarn 

mem~erikan kredit Seandainya plafond kredit masih terbnka, maks 

permohonan kredit dapat dipertimbangkan lebih lanjut. 

b. Keadaan caJon nasa bah (peminjarn} 

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk 

menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya 

adalah mempertirnbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yeng perlu 

dipertimhangkanl diperhatikan atas permohonan kredit adahah yang 

menyangkut : 

Pribadi peminjam; 

Harta bendanya; 

Usahanya; 

Kemampuan dan kesanggupan membayar kernabali pinjamannya. 

Ukura.n-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan 

kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa fonnulasi. Fonnulasi 

yang pertama disebut "The 4P 's of Credit Analy.vis ",yang terdlri atas ::n 

n Mgs. Edy Putm Tje' Aman. Kredii Perhankan(suatu tinjauanyuridis), (Yogyakarta: PT. Uberty 
Yogyakarta. 1986) hal. 10 · 
u !hid. hat 11 
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a. Personality 

Personality di sini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabab), 

seperti riwayat hidup, keadaan keluarga, social standing, dan hal-hal Jain 

yang herhubungan dengan keprihedian calon nsabab. 

b. Purp<>Se 

Hal ini menyanglrnt tenlang maksud dan tujuan pemherian kredit 

c. Payment 

Kernampuan calon debitur untuk mengembalikan kredimya. 

d. Prospek 

Yang dimaksudkan dengan prospek disini adalah harapan masa depan dati 

usaha si pemakai 

FonnuJa lainnya yang juga dikenal dalarn duaia perbankan, dan lebih lazim 

serta sesuai dengan ketentuan peda Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan alaS Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah 

"The 5C's of Credit Analysis", yang terdiri atas :34 

a. Character (kepribadian, watak) 

Kepribadian, moral dan kejujuran dari caJon nasabah perlu dipcrhatikan 

sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya 

dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang diadakan 

b. Capacity (kemarnpuan, kesanggupan) 

Yang dimaksurlkan dengan capacity ada lab kemampuan caJon nasabab dalarn 

mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam 

menggunakan fusilitas kredit yang diberikan. 

e. Capital (modal, kekayaan) 

Capital adalah modal usaha dari calon nasabab yang telah tersedia/ telah ada 

sebelum mendapetkan fasilitas kredit_ Keadaan, struktur dan sifat pennodalan 

tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang alan 

diberikan sebagai tamhehan modal. Karena sifutnya benyalah sebagai 

penambah modal, maka kredit yang diberikan seharusnya tidak lebih besar 

dari pada modal pokok. 

34 Ibid, haL 12 
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d. Collateral (jaminan, agunan) 

Collateral merupokan jarninan yang diberikan oleh calon nasabah. Jarninan 

ini bersifat sebegru jarninan tambehan, karena jarninan utama kredit adalab 

ptibadi calon nasabah dan usabanya, bruk benafiditas maupun 

solvabilitasnya. Dengan adanya jaminan, bank meodapat kepastian bahwa 

kredi yang diberikan dapat direrima kembali pada suatn saat yang ditentukan. 

e. Condition of &onomy (koodisi ekonomi) 

Koodisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan 

kredit, tidak saja koru!isi ekonomi pada sektor usaba caJon nasabah ll:tapi 

juga kondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan calon nasabah itu 

berada. 

B. Kredit Macet 

B.l. · Pcogertioo Kredit Mace! 

Sebelum fasilitas kredit dibetikan kepada nasabab maka bank barus merasa 

yakin babwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengemabelikan kredit yang 

dibetikan rersebul. Keyakinan tersebut diperoleh dari basil penelitian dan analisa 

kredit yang dilakokan oleh bank sesuru dengan 6 C's ana!isa kredit, sebelwn 

kredit tersebut disalurkan kepada nasabah. 

Selama bank melakokan usaba dalam bisnis pembiayaan/ pemberian filsilitas 

kredit, permasalaban kredit macet merupakan hal yang sulit dihindari. Kredit 

macet pada dasamya adalah pinjaman-pinjaman yang tidak terbayar sesuai 

dengan persyamtan yang telab disepakati antara hank dengan nasabahnya, 

dengan kata lain, nasa bah (debitur) gaga! memenuh komitmennya. 

Kredit mace! merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit 

macct itu sendiri merupak.an risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Harnpjr 

semua perbankan rnemiliki kredit macet, bahkan dalam beberapa kasust kredit 

macel di Indonesia berakhir ke penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga 

bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit macet 

tersebut sehingga kepercayaan masyamkat ke perbankan tetap terjaga. 

Mencegab kredit macet hams dilakokan oleh semua bank. Bank yang 

kreditnya bennasalahl macet akan memiliki beban bank berupa biaya aklbat 
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kredit bermosalah yang jauh lebih besar dibandingkan dengon bank yang tidak 

mempunyai !credit bermasalahl macet. Kerugion tersebut bukon honya dalam 

bentuk biaya langsung (kewajiban pokok dan bunga yang tidak terbayarkan oleh 

debitur), tetapi juga biaya tidak langsung, seperti biaya hukom (legal expenses), 

biaya administras~ penurunan reputasi bank, biaya pengawasan dari otoritas 

moneter, kehllangan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan bank, serta 

terlrurasnya waktu pejabat-pejabat bank yang seharusnya melakukan kegiatan 

bisnis benk yang menungtungkan." 

Pasal I butir 2 Surat Keputasan Menteri Keuangan No. 2931 KMK.09/ 1993 

tertangga127 Febrnari 1993 memherikan pengertian !credit macet sebagsi berikut: 

"Piutang macet edalah piutang yang sarnpai peda suatu saat sejak 
piutang ito jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang 
sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjiau, peraturan atau sebab 
apapun meaimbulkan piutang tersebut. ~ 

Dilihat dari segi risikonya, kredit macet dapat meliputi : 

a. Seiurub fasililas !credit yang disediakan oleb bank untuk nasabalmya yang 

diperkirakan akau dapat menimbulkan kerugian bagi bank ; alau 

b. Suatu keedaan dimana debitur sudah tidak sanggup lagi untuk membayar 

sebagian atau keseluruban kewajibannya kepada bank seperti yang Ielah 

diperjanjikan. 

Berdasarkan ketentuan kolektibilitas Bank Indonesia No. 712/PBI/2005 

tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, pada BAB II Pasal 4 disebutkan 

bahwa penggolongan kualitas kredit adalah sebagi berikut : 

a. Lancar (pass) yaitu apabila mernenuhi criteria: 

I) pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu; 

2) memiliki rekening yang aktif; 

3) bagian dari !credit yang dijamin dengan agunan tunai (cash colla/era[) 

b. Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila memenuhi 

criteria : 

~s Ade Arthesa. Dank dan lembaga Keuangan Bulmn Bank. (Jakarta: PT. Index, 2006), baL 181-182 
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1} Terdapat tunggakan M!!JlUI!Ul pokok dan/ atau bunga yang belum 

meliputi 90 hari; atau 

2) kariang-kariang tetjadi cerukan; atau 

3) mutasi rekening relatifrendah; atau 

4) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 

5} didukung oleh pinjaman baru. 

c. Kurang lancar (substandard) yaitu apabila memenubi kriteria : 

I) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telab 

melampaui 90 hari; atau 

2) sating teJjadi cerukan; atau 

3) mutasi rekening relatif rendab; atau 

4) teljadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 

5) terdapat indikasi masalab keuangan yang dihadapi debitur; atau 

6} dokurnentasi pinjaman yang lemab. 

d. Diragukan (doub/fo[) yaitu apabila memenuhi kriteria : 

l) terdapat tunggukan angsuran pokok dan/ atau bunga yang te!ab 

melampaui 180 hari; atau 

2) teljadi cerukan yang hersifat permanen; atau 

3) terjadi wanprestasi lebih dati 180 hari; atau 

4) teljadi kapitalisasi bunga; atau 

5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; 

6} dokumentasi pinjarnan yang lemeb. 

e. Macet (loss) yaitu apabila memenuhi kriteria : 

I) terdapat tunggaken angsuran poknk dan/ atau bunga yang Ielah 

me1ampaui 270 bari; atau 

2) kerugian operasionai ditutup dengan pinjaman barn; atau 

3) agunan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 

Sedangkan kriteria kredit mace! menurut Paket Mei Tabun 1993 adalah : 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26122/KEP/DIR 

tertanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktif Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 

26/14/BPPP tertanggal26 Mei 1993, kredit dapat dikatakan macet apabila : 
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l) tidak memenubi kriteria lancar, kurang lancar dan dir3gukan; 

2) memenuhi kriteria yang diragukan, yaitu : 

- kredit masih dapat diselamatkan dan agunan bemilai sekurang

kurangnya 75% dari hutang termasuk bungn; 

- kredit tidak dapat disclamatkan tetapi agunannya masih hemilai 

sekurang-kurangnya 1 Oll'Ai dari hutang, tetapi dalam jangka waktu 

21 bulan sejak digolongkan kredit yang diragukan belum ada usaha 

penyelamatan maupun pelunasan; 

3) kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kapada pengadilan 

a!au Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau telah 

diajukan penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi kredit. 

B.l. Fakto.r-faktor yang Mempengarubi Terjadinya Kredit Macet 

Dalam setiap pennasalahan pasti terdapat akar atau penyebab dari 

perma.salahan tersebut, begitu pula halr...ya dengan pennasalahan kredit macet. 

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kredit macet dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu faktor inte.-nal yang datangnya dari dalam bauk sendiri, dan faktor 

eksternal yang datangoya dari luar bauk atau debitur. Faktor-faktor tersebut yaitu 

sebagai berikut :16 

a. Faktor internal/ yang berasal dari bank 

I) Kualitas pejabat bank 

Setiap pejabat bauk manapun ditnntut untuk dapat bekerja secara 

profesional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang 

baik_ Pejabat yang beketja tidak profesional tentu sulit diharapkan dapat 

memperoleh hasil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit, 

pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak 

sebagairnana mestinya. 

2) Persaingan antar bauk 

Jumlah bank yang beroperasi terus meningkat sejak keluarnya Paket 

Oktober 1988 yang lalu, mengakibatkan persaingan antar bauk semakin 

ketat. Dalam melakukan persaingan ini setiap bank selalu berusaha untuk 

* Gatnt Supramono .... Perbankan dan Masa1ah Kredit". {Jakarta: PT. Djambatan. 1996), hal. 132--134. 
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memberlkan pelayanan yang terbaik keparla masyarakat, guna 

mendapatkan nasabah yang banyak dan nasabah yang sudab ada tidak 

pindall kepada bank lain. Dalam situasi yang demikian, mempengaruhi 

bank untuk bertindak spekulatif, rlengan memberi fasilitas yang mudah 

keparla nasahah, dengan mengablrlkan prinsip-prinsip perbankan yang 

sebat. 

3) Hubungan ke dalam 

Hubungan ini terutama terdapat pada beak swasta. Yang dimaksud adalah 

hubungan bank dengan perusahaan-perosahaan yang t<:rgabung dalam 

kelompoknya. Selain itu hubungan beak dengan pengurns maupun 

pemegang saham. Dari adanya bubungan tersebut, bank dalam melayani 

kepentingan nasabah-nasabah dari "dalam" cendenmg lebih murlah 

dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya. Terkadang proyek yang 

dibiayai dengan krerlit knrang begitu menguntungkan, tetapi karena masih 

satu ikatan, bank dengan setia membantu kesulian nasabah yang 

bersangkutan. Dalam kasus jatuhnya Bank Summa temngkap sebagian 

besar kredit macet berasal dari nasabah kelompoknya. Begitu pula pada 

kredit mace! yang terjadi di beak pemerintab pada November 1992 yang 

lalu, menurut Menteri Keuangan J.B. Sumarlin terjadi karena pemilik 

beak menikmati fasilitas kredit yang me!ampaui batas yang ditentukan. 

4) l'engawasan 

Setiap tindakan bank dalarn menyaltukan fusilitas krerlit selalu dibarengi 

tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilekuknn dari dalarn 

bank itu sendiri (oleh bagian pengawasan kredit), beak juga diawasi oleh 

Bank Indonesia. Ter!epas dari mana pengawasan itu dilak:ukan, apobila 

bidang pengawasan lernah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip 

perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan. 

b. Faktor eksternall yang berasa! dari nasabab 

I) Nasabah menyalabgunakan kredit yang diperolehnya 

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah dipeljanjikan tujuan 

pemakaiannya, sehlngga nasabah harus menggunakan kredit sesuai 

dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit 
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untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan 

usaba nasabah gaga!, karena nasabah spekulatif. Kedua sektor tersebut 

pengelolaannya berbeda. 

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya 

Hal ini dapat teljadi nasabah yang kurang bidang usahanya yang 

diberikan kredit, karena nasabab mampu meyakinkan bank akan 

keberbasilan usabanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit 

tidak: dapat berjalan dengan baik, misalnya basil produksi kualitasnya 

rendab sehingga sulit bersaing di pasaran. 

3) Nasabah beritikad tidak baik 

Ada sebagian nasabab mungk:in jumlabnya tidak banyak yang sengaja 

dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit 

diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

Nasabah sejak awal tidak bemiat mengembalikan kredit, walaupun 

dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah 

sudah melarik:an diri untuk rnengbindari tanggungjawab. 

B3. Dampak Kredit Macet Bagi Bank Pemberi Kredit 

Selain faktor-faktor penyebab kredit macet, akibat terjad.inya kredit macet, 

juga dapat dilihat dari dua pihak, yaitu nasabab yang menuuggak kredit dan bank 

yang memberikan kredit, karena kedua-duanya sama-sama menanggung akibat 

atau dampak dai kredit macet. Adapun yang menjadi akibat kredit macet adalah 

sebagai berikut :37 

I. Bagi Nasabab 

37 Ibid 

K.redit macet berakibat nasa bah harus menanggung be ban kewaj iban yang 

cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama redit 

belum dilunasi (utang pokok ditambah dengan bunga), sehingga jumlab 

kewajiban nasabah semakin lama, semakin bertambah besar. Melihat 

kewajiban nasabah penunggak kredit menjadi cukup berat, sehingga 

kemilllgkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup untuk melunasinya, 
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rnaka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita untuk kepentingan 

bank. Bisa terjadi antara utang pokok dengan bunga jumlahnya lebih tinggi 

bunganya. 

2. Bagi Bank 

Kredit macet bagi bank juga rnerupakan persoalan serius. Ada dua alasan 

yang dapat dikemukakan, yaitu: 

A. Dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari 

masyarakat; 

B. Kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga 

mempengarubi kegiatan usaha bank. 

Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, 

seperti pennohonan kredit, penarikan tabungan, dan deposito. Keadaan yang 

demikian pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan 

dapat teijadi lebih dari itu, izin usaha bank dicabut pemcrintah dan 

dilikuidasi. Selain itu, piutang bank pada nasabah debitur dianggap sebagai 

aktiva/ harta bank, dimana setiap aktiva dikenakan pajak. Oleh karena itu, 

piutang bank pada nasabah debitur (utang pokok ditambah bunga) yang 

mengalami kredit macet akan selalu dikenakan pajak pertambahan nilai 

(PPn), sehingga beban bank menjadi bertambah, sedangkan debitur telah 

insolven (tidak dapat mengembalikan kredit). Hal tersebut tentu saja 

menimbulkan kerugian bagi bank yang sangat besar, sebab bank harus 

membentuk dana cadangan untuk menutupi kerugian akibat kredit macet 

terse but. 

C. Kasus-Kasus Kredit Macet di Indonesia 

Kasus kredit macet di Indonesia sangat sering terjadi di Indonesia. Kredit 

macet tersebut mucul lebih sering dikarenakan tidak adanya penerapan prinsip 

Good Corporate Governance yang baik da benar oleh Bank Dibawah ini 

beberapa kasus kredit macet yang terjadi di Indonesia : 

I. PT. Bank Niaga vs PT. Dharmala Agrifood 

Dimana PT. Bank Niaga memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT. Dharmala Agrifood. 
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Setelah k.redit tersebut jatuh tempo, PT. Dharmala Agrifood belum juga 

melunasi kreditnya kepada PT. Bank Niaga. Belakangan diketahul bahwa 

tujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Niaga kepada PT. 

Dharmala Agrifood yaitu bertjuan uotuk menutupi kerugian valas debitor, 

yang dimana bat tersebut bertentangan dengan larangan pemberian fasilitas 

k.redit dan cerukan untuk menutupi kerugian-kerugian yang timbul karena 

transakai derivatif (SK. Dir. Bl No. 28/119/Kep/Dir)." 

2. Bank Perkembangan Asia vs PT. Djaya Tunggal 

Bank Perkembangan Asia memberikan kredit kepada PT. Djaya Tunggal 

sebesar Rp. 5.502.243.038,00 (lima milyar lima ratus dua juta dua ratus 

empat pulub tiga ribu tiga pulub delapan rupiah). PT. Djaya Tunggal 

mengikatkan jaminan kepada Bank Perkembangan Asia sebidang tanah HGB 

No. 39 dan 40. PT. Djaya Tuoggal mengalami kerugian sebesar 75% dari 

modalnya dan tidak mampu lagi membayar hutangnya (insolvensi) kepada 

Bank Perkembangan Asia, dan temyata jaminan yang diikatkan oleh PT. 

Djaya Tunggal kepada Bank Perkembangan Asia telail menjadi tanah negara. 

Pada akhirnya diketahui bahwa Direksi dari PT. Djaya Tunggal sama dengan 

Direksi dari Bank Perkembangan Asia. Tidak adanya analisa kredit serta 

pengikatan jaminan yang flktif menegaskan babwa adanya itikad buruk dari 

para direksi, sebingga direksi bertanggung jawa atas kerugian yang dialami 

oleh bauk.39 

3. Dank Mandiri vs I'T. Cipta Graha Nusantara 

Kedua kasus ini samawsama tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan 

manajemen risiko yang benar, analisa kredit tidak dilakukan dengan benar 

oleh para direksi bank. Bank Mandiri memberikan kredit kepada PT. Cipta 

Graba Nusantara sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar 

rupiah), dan pada aklrimya PT. Cipta Grella Nusantara mengalami kredit 

macet, sehingga menirnbulkan kerugian kepada Bank Mandiri sebagai 

38 Siti Anisab. Perlindrmgan Kepenlingan Kredilor dan Debitar Dalum Hukum Kepai/iJan di 
Indonesia. (Yogyakarta: Total Media,. 200B) haL 88 
39 Robert, S. Sitindjak, Konspirasi Bank dan Nasabuh Pif!Tcing The Corporate, dalam Varia Peradilan 
Vol. XIV No. 160 Tahun 1999. Hat 28 
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Kreditur. Kredit Macet Bonk Mandiri tersebut membawa para <lireksi bonk 

mandiri yaitu ECW Neloe, dkk kepada kursi pesakitan di Pengadilan Negarl 

Jakarta Selatan, dan divanis I 0 tabun penjara. 

D. Peogawasan Pemberian Kredit 

Bank dalam melaksanakan aktivitasnya wajib melaksanakan prinsip kehati

harian namun bukan berarti prinsip ini dapat diternpkan begitu saja tanpa adanya 

pangawasan baik darl dalam bonk secara intemlll maupun dari luar secara 

external. 

1) Penga........,. Internal 

Kembali ke kasus-kasus perbankan yang marak akhir-akhir ini, ditengarai 

bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kasus-kasus tersebut adalah 

lemahnya pengawasan internal bonk. Hal ini bisa disebabkan cleh tiga bal.40 

Peruuna, ketidak-telitian dalam melakakan pengawasan. Mengingat besamya 

jwnlah lransak:si harlan di bonk dan kantor cabang, terbuka kemungkinan 

pengawas internal bonk tidak melakakan tugasnya sebagaimana seharusnya. 

Pasalnya, pemeriksaan alas transaksi harlan oleh pengawan internal dilakukan 

secara sampling. 

Kedua, ketidaktalman dalam teknik pengawasan internal bank. Faktor ini 

lebili disebabkan pengawas internal tidak mau meningk:atkan kualitas dirinya, 

sehingga yang bersangkutan "kalah cerdik" dengan oknum-oknum pelaku 

kejahatan perbonkan yang terns memperbahanti teknik pembobolan. Lebib-lebib 

apabila praktik eurang itu melibatkan oknum orang dalam. Pemahaman alas jenis 

t:ransaksi dan produk dini1ai lemah sehingga pengawas internal tidak mampu 

mend.eteksi adanya potensi pelanggaran sistern dan prosedur. 

Ketiga, adanya unsur moral ha:1..ard, di mana pengawas internal bank 

melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan penjahat perbonkan dari luar 

40 Pengawasan. bank <http://www .sinarharapan.co.idfekonomiJK.euangan/2004/0 I 05/keu3 .html >. 
Diakses: 10November2008. 
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untuk melakukan tindak: kejahatan perbaukan. Faktor ketiga inilah yang 

seringkali menjadi biang keladi teijadinya fraud yang berpetensi merugikan bank 

secara finansial dan reputasi. 

Jika demlkian. peningkatan kualitas pengawasan internal bank mutlak hams 

dilak:ukan. Kalan pun tenaga pengawas internal dirasak:an masih kurang, mak:a 

tak: ada jalan lain bank bnrus menambab jumlah tenaga pengawas internal. 

Peningkatan kualitas banking products and services knowledge juga harus 

ditingkatkan melalui pelatiban internal sehingga pengawas internal roampu 

mengendus secara dini ada tidak:nya petensi fraud di banknya. 

Peningkatan kualitas pengawas bank juga ditingkatkan melalui pelatiban 

khusus yang terkait dengan teknik pengawasan yang efektif. Bahkuu dipandang 

perlu diterapkan sistem brevet atau sertifikasi begi pengawas intemal bank sesuai 

dengan level atau tingkat jabalannya Untuk setiap j311gka waktu tertentu, 

pengawas internal bauk barns diuji keeakapannya, balk untuk kebutuhan uji 

kemampuan dan kelayak:an maupun untuk peningkatan level. 

Selaln itu tidak: kalah pentingnya adalah penempatan pejabat bauk diusabak:an 

berlandaskan prinsip the right roan on the right job berdasarkan assessment dari 

internal bauk. Banyaknya jenis transaksi perbaukan, tidaklab mungkin seorang 

karyawan bank roampu menguasai semua jenis transaksi tersebut Misalkan saja. 

Si A menguasai bidang keuangan, lalu si B menguasai bidang kredit, dan si C 

menguasai bidang tresuri dan luar negeri. 

Dengan melihat kompetensi inti masing-masing orang, maka penempatan Si 

A, pada unit keuangan tentu tepat. Hal ini akan berdampak positifbaik bagi si A 

maupun banknya. Akan terjadi sebalikaya apabila si B yang memiliki 

kompetensi inti di bidang kredi~ justru ditempatkan di unit luar negeri yang 

menangani t:rnnsaksi internasional yang membutuhkan keahlian khusus. 

KaJaupun seseorang ak:an ditempatka.n pada unit tertentu. sebaiknya 

dilakukan pelatiban yang cukup rerhadap yang bersangkatan ditanabab dengan 

proses on the job training sebelum penempatan yang permanen. 
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T erkait dengan aspek pengawasan, maka langkah yang paling ideal dan 

efektif untuk mencegah teijadinya fraud di bank adalah meningkatkan fungsi 

pengawasan melekat (built in control) pada setiap diri pejabat bank. Apabila 

fungsi pengawasan melekat ini beijalan baik, maka peluang sekecil apapun bagi 

teijadinya tindakanfraud akan dapat ditangkal sejak dini. 

Tak kalah pentingnya adalah saling mengingatkan di antara jajaran internal 

bank sebingga kalau ada seseoraag akaa berbuat tidak balk akaa dapat diingatkan 

oleh koleganya tanpa yang bersangkutan harus mernsa malu. Dalam hal ini 

dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari setiap unsur manusianya. 

Apabila saluran komunikasi internal tersumbat, misalnya bawahan takut 

menegur atau mengingatkan atasannya, perlu dibuat saluran hotline khusus pada 

nomor telepon atau alamat sural elektronik (e-mail) tertentu atan kotak surnt -

semacam PO Box 5000 waktu dulu-- untuk menaF.Ipung laporan dari dalam 

dengan merahasiakan nama pelapor.41 

Peningkatan kualitas peogawasan internal juga harus dibarengi dengan 

penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 

dan sistem manajemen risiko yang handal. Tanpa dukunglin ini semua,. tak ada 

gunanya pengawasan internal bank ditingkatkan. 

Yang ternkbir adalah perlunya penegakaa hukwn yang tegas herupa sanksi 

yang sekeras-kerasnya sebagai shock therapy untuk membuat jera yang 

hersangkutan dan mencegah yang lain herbuat sama. 

2) Pengaw~.s~n Externnt 

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam Bab Vl Pasal 24- 35 secara garis 

bes:ar menyangkut tentang Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang bertugas 

mengatur dan mengawasi bank. Dimana dalam Pasai 24 dikatakan: 

41 Ibid 

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dintaksud dalam Pasal 8 
huruf c, Bank Indonesia menetapkan peratura!'l,. memberik~ dan mencabut 
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izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan 
pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. , 42 

Dan selanjutnya dalam Pasal 25 dikatakan babwa: 

I. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia 
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat 
prinsip kebati-batian. 

2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bank Indonesia.43 

Dengan demikian maka Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan 

berwenang untuk menetapkan ketentuan- ketentuan perbankan yang memuat 

prinsip kehati- hatian. Bank Indonesia merupakan pengawas perbankan secara 

external dari semua bank yang beroperasi dala.-n wilayah republik Indonesia. Dan 

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin 

atas kelembagaan dan kegiatan usaba tertentu d:rri bank yang melanggar dan 

tidak mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai 

regulator dari bank- bank yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. 

Tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk mengoptimalkan 

fungsi perbank:an Indonesia sebagci:44 

"Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai Jembaga 
penghimpun dan penyalur dana Pelaksana kebijakan moneter; Lembaga yang 
ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar 
tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan secara 
menyeluruh maupun individual. dan mampu memelihara kepentingan 
masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bennanfaat bagi 
perekonomian nasional." 

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan 

menerapkan:45 

42 Indonesia, Undang~ Undang Tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, 
TLN No 3843. Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Tentang Bank Indonesia No.3 
Tahun2004, LN No.7, TLN No. 4357. Pasal. 24 
43 Ibid, Pasal 25. 
44 Pengawasan Bank Di Indonesia oleh Bl. 
<http:f/www.bi.go.id/web/id!Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sist 
em+Pengawasan+Bank!>. Diakses 10 November 2008. 
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a. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasQ; 

b. Kebijakan prirulip kehati-hatian bank (prudential banking): dan 

c. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan seeara 

konsisten kerentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) 

dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada 

prinsip kebati-batian. 

D.L Kewenangan Pengatunm dan Pengawasan Bank. 

Pengaturan dan pengawasan hauk oleh Bl metiputi wewenang sebagai 

berikut:" 

1) Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk 

menetapkan tataeara perizinan dan pendirian suatu bank. Calrupan pemberian 

izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, 

pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, 

pemberian persetujuan atas kepemi!ikan dan kepengurusan bank, pemberian 

izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

2) Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk 

menetapkan ketentuan yang menyanglrut aspek usaba dan kegiatan perbankan 

dalarn Illllgka menciptaknn perbankan sehat yang marnpu memenuhl jasa 

perbankan yang diinginkan masyarakat. 

3) Kewenangan untuk mangawasi (right to controlj, yaitu kewenangan 

melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site 

supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision), 

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan 

khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan 

keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepetuban bank terhadap 

peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakab terdapat praktik· 

praktik yang tidak sehat yang mernbabayakan kelangsungan usaba bank. 

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan 

.1$ ibid 

.w ibid 
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seperti lapomn berkala yang disampaikan bank,laporan basil pemeriksaan dan 

informasi lainnya. 

4) Kewenangan untuk mengenakan sauksi (right to impose sanction), yaitu 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentnan perundang

undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau 1idak memenuhl 

ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi 

sesuai dengan asas perbaukan yang sehat. 

D.2. Sistem Pengawasan Oleb Bank Indonesia 

Dalam menjalankan tugas pengawasan bauk, saat ini BI melaksanakan sistem 

pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan 

berdasarkan kepatuhao (compliance hosed supervisiou) dan pengawasan 

berdasarkan risiko (risk hosed sujlftTViswn/JlBS). Dengan adanya pendekatan 

RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan 

kepatuhan~ namun merupakan upaya untuk menyempumakan sistem pengawasan 

sehingga dapat meningkatkan efelrtivltas dan efisiensi pengawasan perbankan. 

Secara bertabap, pendakatan pengawasan yang diterapkan oleh Bl akan beralih 

menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko. 

1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision). 

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pnda dasamya 

menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan 

ketentuan yang terkait dangan operasi dan pengelolaan bauk. Pendekatan ini 

mengacu pada kondisi bauk di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan 

behwa bank Ielah beroperasi dan dikelola secara baik dan banar menurut 

prinsip-prinsip kehati-hatian. 

Dalam basil penelitian penyalurnn kredit di Bank BNI juga dapat kila 

lihat bahwa dalarn penyaluran kredit adanya compur Iangan dari Divisi 

Kepatuhan dalam menentukan penyaluran kredit. Divis:i Kepatuhan 

berkewajiban untuk memerikasa lega!itas dari keputusan direksi dalam hal 

rnenetujui penyalurnn laedit kepada caJon debitur, apakah keputusan direksi 
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tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

atau tidak. Hal tersebut merupakan wujud dari pengawasan berdasarkan 

kepatuhan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator bagi 

perbankan Indonesia. 

2) Pengawasao Berdasarkao Risiko (Risk Based Supervision). 

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan 

pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan 

menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank 

difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas 

fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control system). 

Melalui pendekatao ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank 

untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang 

potensial timbul di bank. Pendekatao pengawasan berdasarkan risiko 

memiliki siklus pengawasan sebagai berikut : 

/~~i:5$!~"-__ L ____ . ----~-----~ 

Risk Based Supervision 

•-· ·- -:· I 

Jenis-Jenis Risiko Bank :47 

1. Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty 

mernenuhi kewajibannya. 

47 Ibid 
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2. Risiko Pasar : Risilro yang timbul karena adanya pergemlam variabel pasar 

(adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank,yang dapat 

merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai 

ltlkru-. 

3. Risiko Likuiditas : Risiku yang an1ara lain disebabkan Bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telahjatuh waktu. 

4. Risiko Operasional : Risiko yang antara lain disebabkan adanya 

ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses intemal,kesalahan 

manusia, kegagahm sistem, atau adanya problem ekslemal yang 

mempengaruhi operasional Bank. 

5. Risiko Hukum ; Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek 

yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan 

hukum, keliadaan peraturnn perundang-undangan yang mendukung atau 

kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sabnya kontra. 

6. Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya pub!ikasi negatif 

yang terkait dengan kegiatan usaha Bank a tau persepsi negatif terhadap Bank. 

7. Rislko Strategik : Risiko yang an tara lain disebabkan adaoya penetapao dan 

pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilao keputusan bisnis 

yang tidak tepat atau kerang responsifuya Bank terhadap perubahan 

ekstemal. 

8. Risiko Kepatuhan : R;siko yang disebabksn Bank tidak mematuhi atau tidak 

me!aksanakan peratnran perundang-undangan dan ketentuan lain yang 

berlaku. 

Pengawasan berdasarkan risiko yang berdasar pada PBI No. 811412006 

1entang GCG ini juga dapat kita lihat dan basil penelitian pada Bank BNI dalam 

hal penyaluran kredil bank kepada debitur, dimana terdapal Divisi Risiko pada 

struktur organisasi Bank BNt Divisi Risiko bertugas untuk: mengawasi risiko

risiko yang akan muncul dalam suatu penyaluran kredit yang dilakukan oleh 

bank, dengan melakukan analisa dan penelitian yang mendalam baik internal 

ataupun ekstemal, untuk kepentingan perek.onomia:n bank. 

D.3. Peranan Bank Sentral Dalam Hal Credit Control 
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Bank Indonesia sebagai bank sentral memllili peranan yang sangat penting 

dalam tatanan perbankan suatu negara. Beberapa peranan bank sentral, yaitu :48 

a. Note/ currency issue; 

b. Reserve requirements; 

c. Credit control; 

d. Bank rate policy; 

e. Open market opera/ion; 

f. Variable reserve ratio,-

g. The banker agent and advisor of the state; 

]L Lender of the last resort; 

I. Custodian of Jhe nations reserves; dan 

J. Economic development. 

Dalam penulisan ini akan lebih difokuskan pada penman bank sentral dalam hal 

credit control. 

Peranan dari bank sentral untuk pengawasan kredit erat kaitannya dengan 

fungsinya dalam hubungan dengan pengaturan currency. Karena, dengan 

pemberian !credit akan herpangaruh secnra langsung pada jumlah uang dalw:n 

sirkulasi. 

Namun begilu, ada peredaan pandangan dari para aWi tentang lujuan utama 

dari pengontrolan kredit oleh Bank Sentral, seperti terl ihat dalarn pandangan

pandangan berikut ini : ' 9 

a. Tujuan pengontrolan !credit adalah untuk menjaga stabilitas alat tukar uang; 

b. Pengontrolan kredit bertujuan untuk menjaga stabilitas harga secara internal; 

"'MUllir Fuady ... Hukum Perbankan Modem" (Buku kesatu). (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hal. lt7-ll& 
49Munir Fuady. Op. Cit., haU 19 
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c. Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk menghilangkan lingkaran peredaran 

bisms (business cycle); 

d. Tujuan pengontrolan kredit adalah un!uk mengombinasi antara faktor 

stabilitas alat tukar internasional dan faktor peningkalan dan 

mempertahankan tingginya penyerapan tenaga ke!ja dan real income dari 

masyarakat. 

Metode yang sering digunakan oleh Bank Sentral dalam hal pengkontrolan 

kredit adalah sebagai beikut :"' 

a. Bank rate policy, yaitu melakukan pengontrolan kredit dengan jalan 

pergantian discount rate yang dapat mempengarnhi rate of interest di pasar~ 

yang akan memaikan peranan penting dalam hal pemberian kredit; 

b. Open market operation, yaitu tindakan yang meHbatkan jual beli securities 

yang beredar di pasar sebingga dapat membawa pengaruh terhadaP sirkulasi 

jumlah nang yang beredar di pasar; 

c. Variable reserve system, yaitu dilakukan dengan dibuatnya variasi dan 

reserve minimum yang diperlu.kan oleh suatu omersH bank sehingga dapat 

mempengaruhl kekuatan bank-hank komersil dalam hal menyediakan kredit; 

d. Selective credit controls, yaitu merupakan pengontrolan yang selektif dan 

direktif dari su.atu bank senral terhadap arus pemberian kredit terhadap sua1u 

channel tertentu; 

e. Credit rationing, yaitu merupakan suatu tindakan dari Bank Sentral untuk 

membatasi ketersediaan currency yang dapat dipakai untuk melakukan 

rediscounting dan membatasijumlahnya yang tersedia; 

f. Moral suasion, yaitu merupakan persuasi moral secara friendly, yang 

ditakukan oleh Bank Sentral terhadap kebijaksanaan lending dari suatu bank 

komersil; 

g. Direct action, yaitu merupakan tindakan oleh Bank Sentra1 untuk rne1akukan 

tindakan-tindakan paksn dengan kriteria-kriteria tertentu terhadap bank-bank 

tertentu untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dangan policy dari Bank 

Sentral tersebut mengenai JJerkreditan. 

50Munir Fuady. Op. Cit., hal.l 19-120 
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PIHAK-PIHAK YANG BERT ANGGUNG JAW AB DALAM PENY ALURAN 

KREDITBANK 

A. Bentuk Hukum dan Organ~Organ Bank Sebagai Perseroan Terbatas. 

A-L Bentuk Huknm Bank 

Pengertian dan lembaga bank menurut beberapa referensi yaitu: 

Black's Law Dictionary: 

"A Bank is an institution, usually incorporated, whose business it is to 
receive money on deposit, cash_. checks or drafts, discount commercial 
paper, make loans and issue promissory notes payable to beare, 
known as bank notes. American commercial banks fall into two main 
categories; state chartered banks and federally chartered national 
banks." 

Stuart Verryn, dalam bukunya bank po1itik, mengataka.q: 

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan 
kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau 
uang yang diperolehnya dari orang I~ maupun dengan jalan 
memperedarkan alat-alat penukar barn berupa uang giral."51 

Undang- Undang Nomor 7 Tabun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1 ), 

Mengatakan: 

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan taraf hid up rakyat ban yak, "52 

Istilah perbankan dan bank memiliki pengertian berbeda. Sebagaimana diatur 

dalam undang-undang nomor 10 tabun 1998 tentang perubaban atas undang

undang nomor 7 tabun 1992 tentang perbankan dalam Pasal 1 butir (1) dan (2), 

menjelaskan: perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

~~Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993. hal. I 
52 Pasal l ayat 1 UU perbankan 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkanny-d kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hldup rakyat 

ban yak. 

Bank merupakan badan usaha yang menjadi intermediasi antara masyarakat 

yang mempunyai dana berlebih dengan masyarakat yang memcrlukan dana 

dengan demikian maka bank menjadi agent of development dan bank ketika 

menjadi penyalur jasa bagi perorangan maupun kelompok usaha maka bank 

menjadi agent of trust. Dengan demildan sesuai dengan Undang-Undang 

Perneroan Terbatas yang barn dimana dalarn Pasal 108 mengenai dewan 

komisaris mengatukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan 

dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang 

menerbitkan sural pengakusn utang kepada masyaralmt atau Perseroan Terbaka 

wajib rnempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dapat 

diarnbil kesimpulan yaitu salah satu bentuk dari badan bukum bauk edalah 

perseoran yang berarti memmdukkan diri kepada Undang- Undang Perseroan 

Terbatas dalam hal pengaturan organ-organ bauk itu sendiri, balk direksi maupun 

komisaris serta pemegang saham. 

Dalam Undang-Undang perbankan Pasal 21 dikataksn bentuk hukum dari 

bank ialah: 

(I) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari: 

a. Perusahaan Perseroan (PERSERO); 

b. Perusahaan Daerah; 

c. Koperasi; 

d. Perseroan Terbatas. 

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu 

dari: 

a. Perusahaan Daerah~ 

b. Koperasi; 

c. Perseroan Terbatas; 

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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(3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cahang bank yang 

berkedudukan di hmr negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. 

Walaupun banyak bentuk hukum dari bank namun dalrun tesis ini akan 

membahas lebih lanjut mengenai bentuk hukum bank yang berupa perseroan 

1etbatas dimana pada intinya adalah ttmduk pada undang-undang parseroan 

terbatas untuk organ-<>rgan pengurus dalamnya. 

A.2. Organ- Organ Bank Sebagai Perseroan Terbatas. 

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 

yang seluruhnya terbagi atas sahrun dan memenuhi parsyamtan yang ditetapkan 

dalam Undang- Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 serta 

Peraturan pelaksanaanya. Dalam Perseroan Terbatas menurut Undang· Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas terdapat beberapa organ 

penting dari perseroan terbatas yaitu: 

1. Rapat Umum Pemegang Saham; 

2. Direksi dan; 

3. Dewan Komisaris. 

A.2.l. Rapat Umum Pemegang Saham 

Rapat llmum Pemegang Saham yang selanjutaya disebut RUPS, adalah 

organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi 

atau dewan ~omisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini 

dan/ atau auggaran dasar. Demikianlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

Pasal I ayat 4 Mendefinisikan meugeual Rapat Umum Pemegang Saharn atau 

RUPS, 

Dahun Bab VI Undang- Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 dikatakan 

dalam Pasal 75 bahwa: 53 

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 

Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang 

ini dan/atau anggaran dasar. 

53 UU PT Pasal 75 
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2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan 

yang berkaitan dengan Perseroan dati Direksi dan/alau Dewan Komisaris, 

sepanjang berhubungan dengan mala acara rapat dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan Perseroan. 

3. RUPS dalam mala acara lain-lain tldak berhak mengambil keputusan, 

kecuali sernua pemegang saham badir dan/atau diwakili dalarn RUPS dan 

menyetujui penambahan mala acara rapat. 

4. Keputusan atas mala acara rapat yang ditambahkan harus disetujui 

dengan suara bulat. 

A.2.2 Direlcli Menurut Undang-Undang Perseroan Terballls 

Dlrekel adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh alas pengarusan perseroan untuk keperaingan perseroan, sesuai dengan 

m.aksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan , baik di dalam maupun dl 

luar pengadllan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Demlkianlah Undang

Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal I ayat 5 Mendefinisikan mengenai Rapat 

Umum Pemegang Saharn alau RUPS. 

Mengenai direksi ini Undang-Undang Nomor 40 TahWl 2007 Mengatur lebih 

lanjut di dalam Pasal 92 bahwa: 

l. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan 

dan sesua.i dengan mak:sud dan tujuan Perseroan. 

2. Direksi berwenang menjalankan pengarusan sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (I) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepa!, dalarn batas yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

3. Diraksi Perseroan terdiri alas 1 (satu) orang anggota Direksi alau lebib. 

4. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghirnpWl 

dan/atau mengeloia dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat 

pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib 

mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggola Direksi. 

5. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggola Direksi alau lebih. 

pembagian tugas dan wewenang pengarusan di antara anggola Direksi 

ditelapkan berdasarkan keputusan RUPS. 
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6. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menempkan, 

pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 

keputusan Direksi. 

Dalam melaksanaksn tugasnya ini maka direksi berlaku fiduciary duty dan 

business judgment rule, dan untuk mengetahui tentang hal tersebut perlu 

diperbatikan ketentuan yang mengatur mengenai tugas pengurusan, kewajiban 

dan kbususnya tanggung jawab direksi parneroan terbatas dalam undang-undang 

perseroan terbatas. 

Fiduciary duty dan prinsip business judgment rule dalam Pasal 97 Undang

Undang pe=roan terbatas. Dalam Pasal ini di awali dengan rurnUSllll ayat (I) 

yang mengatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengnrusan perseroan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (I). Jika diperhatikan ketentuan ini 

adalah panegasan dari aturan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dikatakan 

bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus:54 

I. Memperhatikan kepentingan perseroan; 

2. Sesuai dengan maksud dan tujuan PT; 

3. Mernparhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang dibarikan 

dalam undang-undang ( Khususnya Undang-Undang Tentang Perseroan 

Terbatas) dan Anggaran dasar. 

Dari ketentuan ini diketahui bahwa tindakan direksi adalah tindakan yang 

meruiliki tanggung jawab keperdaataan. Sebagai pengurus perseroan, direksi 

adalah agen dari perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya. 

Apa yang dilakukan oleh direksi yang berada diluar batasan kewenangan yang 

diberikan kepadaaya harus dapat dipertanggong jawabkan olehnya. Dalam hal 

ini ada tigajenis pertanggongjawabao yang harus dipikul direksi, yaitu:" 

I. Pertanggungjawaban terhadllp perseroan; 

2. Pertanggungjawaban terhadap pemegang sahan1 

3. Pertanggongjawaban terhadap kreditor 

i4 Widjaja Gunawilll, Risiko hukum Pemililt, Direltsi dan Komisaris PT. Jakarta: Forum Sahabat. :2008, 
hal. 77 
H Ibid, hal 77 
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Bentuk pertlmggungjawaban direksi terhadap perseroan, pemegang saham 

dan lrreditor ini selanjutnya tereermin dalam berbagai ketentuan atau Pasal dalam 

Undang- Undaug Tentang Perseroan Terbatas, beberapa diantaranya dapat 

disebutkan yaitu:56 

1. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan 

bahwa direksi se<:ara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul aklbat 

pembelian kembali saham oleh perseroau yang batal kllrena huk:um; 

2. Pasal69 ayat (3) Undang- Undang Perseroan Terbatas menyatakan dalam 

hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau 

menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) seeara 

tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan; 

3. Pasal 95 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan dalam hal 

temyalll pengangkatan anggolll direksi menjadi batal sebagai aklbat tidak 

mernenuhi persyaratan pengangkatannya, maks meskipun perbuatan 

hukurn yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggolll 

direksi sebelum pengaugkatannya batal, tetap mengikst dan menjadi 

tanggnng jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang 

bersangkutan totap bertangungjawab terhadap kerugian perseroan. 

4. Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahv.'a setiap anggota direksi bertanggung 

jawab penuh secara pribadi ata• kerugian perseroan apabila yang 

bersangkntan bersalah atau !alai menjalankan tugasnya; 

5. Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan 

bahwa setiap anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota direksi yang 

bersangknllln dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain 

untuk selanjutnya dicatat dalam daftar kbusus, dan akiba!nya 

menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi 

atas kerugian perseroan. 

56 Ibid, hal77-79 
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6. Pasal104 ayat (2) Undang- Undang Perseoran Terbalas yang menyatakan 

babwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalaban atau kelalaian direksi 

dan harta pailit yang tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban 

perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara 

tanggung renteng bertanggungjawab alas seluruh kewajiban yang tidak 

terlunasi dari harta pailit tersebut; 

7. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbalas yang memberikan 

hak kepada pemegang sabam yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per 

sepuluh) bagian dari jumlab seluruh saham dengan hak suara, alas nama 

perseroan , untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri 

terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalainya 

menimbulkan kerugian pada perseroan. 

Kegiatan kepengurusan perseroan ini tidak pemab dapat dipisahkan dari 

tugas perwakilan direksi yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas. Sebagai pengurus perseroan , direksi akan mewakili perseroan dalarn 

setiap tindakan a tau perbuatan hukwn perseroan dengan pihak ketiga. DaJam hal 

ini jelas, direksi merupakan agen perseroan. Rumusan selanjutnya dalam Pasal 97 

ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: 

«Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap 

anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab."57 

Sejalan dengan sifat pertanggungjawaban perdata yang melekat pada direksi 

dalarn melakukan pengurusan terhadap perseroan, Pasal 97 ayat (2) Undang

Undang Perseroan Terbatas menekankan pada arti itikad baik:, dan sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan atau dibebankan kepadanya serta menurut aturan 

main yang berlaku. Sepanjang dan selama direksi melakukan pengurusan dengan 

itikad baik dan dalam batasan atau koridor serta menurut ketentuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka direksi senantiasa dilindungi oleh business 

judgment rule58
_ 

s7 UUPT Pasal 97 ayat 2 
58 Widjaja GWJawan. Op. Cit., hal. 79 
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Jadi, jelaslah bahwa Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, 

anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (good faith) dan 

dengan penuh tanggong jawab (and with full sense of responsibility). Apabila 

temyata direksi tersebut terbukti bersalah karena sengaja atau !alai dalam 

menjalanksn kewajiban fiduciary dutynya tersebut, maks terhadap kemgian yang 

diderita perseroan, perseroan berhak untuk menuntutnya dari direksi tersebut 

Jika Undang-Undang Perseroan Terbatas dibaca dengan seks!!lllll, maks 

setidaknya dapat ditemukan 9 Pasal dalrun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut yang secara tegas mengatur mengenai 

tanggung jawah pribadi masing-masing anggola direksi maupun tanggong jawab 

renteng semua anggota direksi perseroan. Kesembilan Pasal tersebut secara 

bemmlan,adalah: 

a. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan keWI\iiban 

dlreksi untuk menjamin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham 

perseroan, baik secara langsung maupun tidak 1angsung oleh perseroan, 

direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan 

eara dan proses yang telah ditentukan, yaitu: 

!) Pembelian kernbali saham tersebut tidak menyebabkan keksyaan 

bersih perseroan rnenjadi lebih kecil dari jumlah modal yang 

ditempatkan ditamhah cadangan wajib yang tclah disisihkan; dan 

2) Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh 

perseroan dan gadai saham atau jarnioan fidusia atas saham yang 

dipegang oieh perSeroan sendiri dan/atau perseroan lain yang 

sahamnya secara langsung atau tidak. langsung dimiliki perseroan, 

tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang 

ditempatkan dalam persero~ kecuali diatur lain dalam peraturan 

penmdang-undangan dibidang pasar modal. 

Pada dasamya ketentuan Pasal ini mernastikan bahwa direksi dalam 

mengambil keputusan untuk rnelaknksn transaksi pernbalian kembali 
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saham perseroan telah dilakukan dengan penuh kehti-hatian , dan itikad 

baik serta well informed, bahwa tnmsaksi dapat dilakukan tanpa 

merugikan kepentingan pemegang saham yang sabamnya dibeli kembali. 

b. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang teljadi dalam 

hal laporan keuangan yang disediakan temyata tidak benar dan/atau 

menyesatk:an, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara 

tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. 

Ketentuan ini merefleksikan keterbukaan informasi dalam rangk:a 

pelaksanaan fiduciari duty direksi terhadap perseroan. 

c. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhnbungan 

dengan pembagian dividen imterim dilakukan direksi dengan persetujuan 

dewan komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun temyata 

setelah akhir tahun buku diketahui dan perserian terbukti menderita 

kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan 

dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan. Jadi 

dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah 

ditekankan. 

d. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalah hal 

terjadinya pembatalan pengangkatan anggota direksi karena tidak 

memenuhi pesayaratan pengangkatannya , maka meskipun perbuatan 

hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota 

direksi sebelum pengangk:atanya batal, tetap mengikat dan menjadi 

tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang 

bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan. 

Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak 

memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota 

direksi perseroan. Lebih jauh lagi anggota direksi tersebut sebenarnya 

dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan ·hukum 

(illegallity) dengan tidak mengemuk'l)oan (disclose) fakta atau keadaan 

yang sebenaroya. 
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e. Pasal 97 ayal (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas terklrit dengan 

tanggung jawab penuh setiap anggota direksi secara pribadi, manakala 

dalam melaksanakan tugas kepengurusannya terbadap perseroan telah 

menerbitkan kerugian perseroan, sebagai akibal dari kesalaban atau 

kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Tanggung jawab 

tersebut berubab menjadi tanggung jawab renteng manakaln keanggotan 

direksi terdiri alas 2 (dua) anggota atau Iebih {Pasal 97 ayat (4) Undang

Undang Perseroan Terbatas) 

f. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan sanksi 

tanggung jawab pada Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Perseroan 

Terbatas tentang keterbukaan (disclosure) yang dikaitkan dengan 

kemungk:inan teljadinya benturan kepentingan. 

g. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berlaku 

dalam hal kepailitan, baik ksrena permohonan pet\Sefoan maupun 

permohonan pihak ketiga, teljadi karena kesalahan atau kalalaian direksi 

dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan 

dalarn kepailitan lersebut, setiap anggota direksi bertanggung renteng 

bertanggung jawab alas selurub kewajiban yang tidak terlunasi dari harta 

pailit tersebut. Menurut Pasal 104 ayat (3) llndang-Undang Perseroan 

Terbatas tanggungjawab tersebut berlakujuga bagi anggota direksi yang 

salab atau !alai yang pemah menjabat sebagai anggota direksi dalan1 

jangka w"aktu 5 (lima) tahun sebelum pUtusan pemyataan pailit 

diucapkan. Perlu diingat dan diperhatikan buhwa dalam hal kepailitan , 

fiduciary duty direksi adalab terhadap kreditor, tidak lagi semata-mata 

untuk perseroan atau pemegang saharn perseroan. 

h. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang PerserQl!ll T erbatas yang 

terkait dengan diabaikan:nya kewajiban untuk meminta persctujuan atau 

bantuan kepada dewan komisaris seb~Jum dircksi melakukan perbuatan 

hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Perseroon Terbatas 

menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tetap mengikata perseroan 
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sepanjang pihak lalnnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 

Hal tersebut tetap dapat rnengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota 

direksi, manakala teJjadi kerugian pada perseroan. Kelalaillll berat alan 

kesalalurn pada sisi direksi tidak memberikan parlindungan busineli£ 

judgment rule terksdapnya. 

i. Pnsal 102 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang 

berhubungan denga diabaiksnuya kewajiban untok meminta persetujuan 

atau banluan kepada RUPS. Dengan penafsiran analogi dengna ketentuan 

yang diberikan dalam panjelasan Pnsal 117 ayat (2) Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, jelas bahwa meskipun Undang-Undang Perseroan 

Terbatas menyatakan babwa perbuatan hukum tetap mengikst perseroan 

sepanjang pihak lalnnya dalam parbuatan hukum tersebut beritikad balk., 

kelalaian berat atan kesalalurn pada ;isi direksi tidak memberikan 

kepadanya perlindungan business judgment rule. Dalam hal yang 

demikian terhadap direksi tersebut dapat dikenakan tanggung jawab 

pribadi, manakala terjadi kerugian pada parseroan. 

Selain dari pertunggnng jawaban yang diatur dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas sccam umum direksi juga dapat dituntut berdasarkan 

ketentuan umum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, terkait 

dengan masalah:" 

a. Tuntutan pengembaiian harta kekayaan perseroan yang diambil secara tidak 

sah oleh direksi; 

b. Tuntutan pengemba!ian keuntungan yang seyogyanya dinikmati oleh 

perseroan; 

c. Pembatalan kontrak yang dilakukan secra langsWlg melalui gugatan di 

pengadilan negeri, atau actio pauJiana oleh kreditor perseroan, baik dalam 

rangka kepailitan atau tidak. 

» Widjaja Gunawan. Op. Cit., haL 86 
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Terhadap Pertanggungjawaban renteng sesa.ma anggota direksi, ketentuan:60 

a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Pcrneroan Terbatas menyatakan bahwa 

anggota direksi dan dewan komisaris dibebaskan dmi tanggung jawab 

sebagai akibat Japoran keuangan yang disediakan temyata tidak benar 

dan/atau menyesatksn apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan ksrena 

kesalabannya 

b. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan babwa 

dapat dipertanggungjawabkan atas ksregian Perseroan Terbatas apabila dapat 

numimbulkan: 

I) Kerugian tersebut bnkan ksrena kesalaban atau kelalaiannya; 

2) Telab melakuksn pengurusan dengan itikad baik dan kebati-hatian 

untuk kepentingan dan sesuai dengan malrsud dan tujua:t perseroan; 

3) Tidak mempunyai benturen kepentingan baik langsung rnaupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; 

dan 

4) Telab mengambil tiadakan untuk meneegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 

c. Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas anggota direksi tidak 

bertanggung jawab alas kepailitan perseroan apabila dapat membnktikan:l 

I) Kepailitan tersebut terjadi bukan karen a kesalaban a tau kelalaianoya; 

2) Telah melakokan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hat.ian , dan 

penuh dengan tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseman; 

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan balk langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang dilaknkan; dan 
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4) Telah mengambil tindalam untuk mencegah te<jadinya kepaitilan. 

Hal-hal yang dikemukakan dalam Pasal-Pasal tersebut menunjukan bahwa, 

sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, setiap anggota direksi dapat 

keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegial, dalam bentuk langgung 

renteng, manaksla yang bersangkulan dapat membuktiksn bahwa dalam 

melakukan pengurusan terbadap persernan yang bersangkutan tidak telah 

memiliki itikad tidak baik, dengan penub kehati-hatian, tidak Ielah !alai, tidak 

telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbualan melawan hukum atau 

telah mengambil tindakan peneegahan atau telah memberikan nasehat atau 

masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat menerbilkan kerugian hagi 

perseroan. 

A.2.3. Taoggung Jawab Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Perseroan 

Terbatas. 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melukukan 

pengawasa.n secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi. Demikianlah Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 Pasal 1 ayat 6 Mendefinisikan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham 

atauRUPS 

Lebih lanjut mengeuai dewan komisaris Pasa! 108 Undang-Undang Tentang 

Perseroan T erba:tas menyebutkan yaitu:61 

a Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan pada umwnnya, baik mengenai Perscroan mauptm 

usaha Perseroan, dan member\ nasihat kepada Direksi. 

b. Pengawasan dan pemberian nasibet sebagaimana dimaksud peda ayat (1) 

dilak:ukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan. 

c. Dewan Komisaris terdiri atas l (satu) orang anggota atau iebih. 

d. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari I (satu) ordllg anggota 

merupekan maje!is dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat 

41 UUPT Pasal. lOS 
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bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan DeWllil 

Komi~. 

e. Perseroan yang kegiatan usahonya berkaitan dengan menghimpun 

danlatau mengelola dana masyarakat) Perseroan yang menerbitk:an surat 

pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib 

mempunyai paling sedikit 2 ( dua) orang anggota Dewan Komisaris. 

Adapun yang menjadi tanggung jawab dari dewan komisaris menurut 

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu : 

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas jika dilihat dengan seksama maka 

terdapat lima Pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab pribadi 

masing~masing anggota direksi maupun tanggw1g jawab renteng semua 

anggota dewan komisaris perseroan. Kelima Pasal tersebu~ secara 

berurutan, adalah: 

b. Pasal69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang te~edi dalam 

hal laporan keuangan yang disediakan temyata tidak benar danfatau 

menyesatkan, ( anggota direksj dan) angota dewan korrU.saris secara 

tanggang renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. 

c. Pasal 72 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhubungan 

dengan pembagian dividen interim yang dilakukan (direksi) dengan 

persetujuan dewan komisaris sebelum tabun baku perseroan berakhir, 

namun temyata setelah akhir tahun baku diketahui dan perseroan terbukti 

menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat 

mengernbalikan dividen interim yang teiah dibagikan tersebut kepada 

pcrseroan. Jadi dalam hal ini unsur kebati-hatlan guna menghindari 

kesalahan sangatlah ditekankan. 

d. Pasal 112 ayat (4} Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam hal 

tetjadinya pemhatalan pengangkatan anggota dewan komisaris karena 

tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya , maka meskipun 

perbuatan hukum yang Ielah dilakukan untuk dan atas nama dewan 
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komisaris sebelum pengangkatannya batal, tatap mengikat dan menjadi 

tanggung jawab perseroan, namun demilian anggota dewan komisaris 

yang bersangkuitan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan, 

Dalam hal ini sangat nyata babwa yang bersangkutan sama sekali tidak 

merniliki ilikad beik. babkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota 

dewan komisaris rersebut 

e. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbetas dalam bal 

leljadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris 

dalam melalrukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan 

oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak culrup untuk membayar seluruh 

kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan 

komisaris secra tanggung renteng iknt bertanggung jawab ( dengan 

anggota direksi) atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab 

rersebut berlalru juga bag! anggota dewan komisaris yang sudab tidak 

menjabat 5 (lima) tabuo sebelum putusan pemyataan pailit diucapkan, 

(Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas). 

B. Tanggung Jawab Direksi Bank Sebagai Peugurus Peneroan 

Bank sebagai agent of development dan ogent of tru:;t merupakan suatu 

lembega dengan pengaturan yang sangat padat akan peraturan beik dalam bidang 

hukum maupun yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan ekonomi yang 

dilakukan olebnya. Bank yang berbentuk perseroan Wdjib tunduk dan mengikuti 

aturan perseroan terbatas yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tabnn 

2007 Tentang Perseroan Terbatas dirnana dalam undang-uodang ini diatur 

ten tang tanggung jawab direksi yang diatur dalarn Pasal: 

L Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas yaitu: Direk:si secara tanggung renteng bertanggung 

jawab alas kerugian yang diderita pemegang sabam yang beritikad baik, 
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yang timbul aldbat pembelian kembali yang batal karena hukum 

sebaga.imana dimaksud pad a ayat (2). 62 

2. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 Tenta:ng 

Perseroan Terbatas yaitu: Dalam hal iaporan keuangan yang disedlakan 

temyata tidak benar danfatau rnenyesatkan, anggota Direksi dan anggota 

Dewan Kornisaris secara tanggung renteag bertanggang jawab terhadap 

pihak yang dirugikan. 

3. Pasal 72 ayat (6} Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 Tenta:ng 

Perseroan Terbatas yaitu: Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung 

jaV~o-ab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, daJam hal 

pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim 

sebaga.imana dimaksud pada ayat (5). 

4. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 Teutang 

Perseroan Terbatas yaitu: Ketentuan sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) 

tidak mengwangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan 

terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dirnaksud dakun Pasal 97 dan 

Pasal 1 04.63 

5. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 Tenta:ng 

Perseroan Terbatas yaitu: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab 

penuh secara pribadi alas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 

bersalab atau !alai menjalanksn tugasnya sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud parla ayat (2). 

6. Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tabnn 2007 Tentang 

Perseroan Terllatas yaitu: Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota 

Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku secant tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.64 

~>z UU PT Pasal37 ayat (3) • 
63 UU P'r Pasa172 ayat (6) 
M UU PT Pasal97 ayat (3) dan ( 4) 
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7. Pasal 101 ayat (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas yaitu: Anggota Direksi wajib melaporkan kepada 

Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang 

bersangkutan dan/atau keluarganya daiaro Perseroan dan Perseroan lain 

untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 

8. Pasal !0! ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tenlang 

Perseroan Terbatas yaitu: Anggota Direksi yang tidak melak.sanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan menimbulk:an 

kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi alas kerugian 

Perseroan tersebut.65 

9. Pasal I 04 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas yaitu: (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) tetjadi kerena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta 

pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam 

kepailitan tersehu~ setiap anggota Direksi secara tanggwtg renteng 

bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta 

pailit tersebut. 

10. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perneroan Terbatas yaitu: Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) bedaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau laiai yang 

pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun sebeJum putusan pemyataan pailit diucapkan, 66 

1 I. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Yang dimaksud dengan "perbuatan 

hukwn te!ap menglkat Perseroan" adalah perl:matan hukum yang 

dilakukan ranpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuaii dapat dibuktikan pibak 

lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

"UUPTPasal tot ayat (!) dm (2) 
"UUPT Pasal104 aynt (2) dan (3) 
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ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai 

dengan lretentuan Undang-Undang ini. 67 

12. Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas yaitu: Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) tanpa par:setujuan RUPS, tetap mengilart Perseroan sepanjang 

pihak lain dalam perbuatan bukum tersebut beritikad baik. 68 

Selain itu bank sebagai lembaga yang menghimpun daoa dari masyarakst 

juga memiliki tanggung jawab publik, oleh lrerenanya Undang-undang 

Perbankan terrnasuk dalam baglan hukum publik. Tanggungjawab direksi dalam 

Undang-undang No. 10 tabun 1998 tentang Perubahan alas Undang-undang No. 

7 tabuo 1992 tentang Perbanksn merupuksn tanggung jawab pidana. Tanggung 

jawab direksi tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 10 

tabun 1998 yang mengatur sebagai berikut :69 

" Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja : 
a. Meminta atau meneriru~ mengizinkan atau menyetujui untuk menerima 

suatu imbalan, komisi) uang tambahan, pelayanan, uang atau ba.rang 
berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk lreuntungan keluarganya, 
dalam rnnglre mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagl orang lain 
dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, 
atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank alas surat-surat 
weseJ, surat promes~ cek, dan kerta.s dagang atau bukti kewajiban lainnya, 
ataupun daJam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk 
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; 

b. Tidak melaksanakan langkab-langkah yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan kebmtuan 
pernturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 
dengan pidaoa penjara selrerang-lrerangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 
(delapan) tabun serta denda selrurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 
(tima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus 
milyar rupiah)." 

Di dalam perbankan setidakuya ada dua tugas dan tanggung jawab yang 

harus dipikul oleh direksi bank: 

67 UUPT Penjetasan Pasal 117 a:yat ( 2) 
"UUPT Pasall02 ayat (4) 
~ UU Perbankan Pasal49 ayat (2) 
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!. Pertama Bank barus mell)aga kepentingan pemegang saham. 

Kepentingan pemegang saham umumnya menyangkut ekspektasi 

keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, baik yang 

diperoleh dalam hentuk deviden maupun dalam bentuk capital gain. 

Dengan demikian Bank herkewajiban menjaga seluruh asset investasi 

dengan membuat kebijakan yang menjaga kelangsungan pertwnbuban 

dan stabilitas. 

2. Kedua, Direksi bank bertanggung jawab menjaga kepentingan para 

depnsannya Artinya Direksi diharnpkan dapat memberikan kepastian 

akan amannya dana pam depnsannya. Para depositor barus merasa 

yakin bahwa di samping bank memiliki kebijakan dan prosedur yang 

dapat memberikan rasa aman, juga para deposan percaya bahwa 

dananya dikelola oleh personel yang memilki integritas yang baik. 

C. Mekanisme Pemberian Kredit 

Pada tunumnya dalam setiap bank terdapat Divisi Kredit yang akan menerima 

permohonan serta menganalisa permohonan k:redit yang diajukan oleh calon debitur. 

Divisi Kredit tersebut akan melukukan analisa permohorum k:redit yang berdasar 

pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar. Divisi Kredit dlpimpin 

oleh seornng Direktur Divisi Kredit. Sehelum hasil analisa kredit diherikan kepada 

Direktur Divisi Kredi~ pennohonan lcrdit tersebut akan diperiksa kembali serta 

diberikan pertimbangan mengenai risiko kedit oleh Divisi Risiko Kredit. Setelah 

Divisi Risik:o memberikan petimbangan risiko krerlit atas permohonan kredit 

tersebut, ma.ka basil anaHsa laedit diserahkan kepada Direktur Divisi Kredit untuk 

diperiksa kembali. 

Dtrektur Divisi akan kembali memeriksa permohonan serta basil analisa 

pennohonan kredit yang telah dilukukan o!eh Divisi !Credit. Dalam hal permohona 

serta hasil analisa k:redit tersebut disetujui maka permohonan kredit disera.hkan 

kepada Wakil Direktur Utama untuk diperiksa kembali. Selanjulnya, jika Wak:il 

Direktur Utam~ w.enyetujui, maka permohonan kredit diserahkan kepada Direktur 
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Utama, dan dibawa ke dalam Rapat Direksi untuk diambil keputusan aklrir apakah 

pannohonan kredit tersebut disetujui atau tidak. 

Dalam hal pannohollllll kredit tersebut disetujui, maka akan dihuatkan Surat 

Persetujuan Pembetian Kredit oleh Direksi. Tetapi parsetujuan pemberian kredit 

tersebut tidak serta merta kredit dapat dicairkan. Persetujuan Kredit tersebut baruslah 

diuji dan dlperiksa kembeli oleh Divisi Kepatuhan yang dipimpin langsung oleh 

Direktur Kepatuhan, apakah persetujuan pemberian kredit tersehut Ielah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal persetujuan 

pamberian kredit tersebut telah sesuai dengan pamturan parundang-undangan yang 

herlaku, maka Direktur Kepatuban akan membetikan legalitas atas persetujuan 

pamberian kredit tersehut. 
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BABIV 

T ANGGUNG JA WAB DlREKSI BANK DIHUBUNGKAN DENGAJ'I 

PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE 

A. Hasil Penelitian Tanggung Jawab Penyaluran Kredit di PT. Bank Negara 

Indonesia (PErsero ), Tbk. (BNI) 

A. 1. Stru.ktur Orgunisasi Perusahaan 

Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Per.rero), Thk terdiri dan kantor 

besar yang berkedudukan di Ja!Guta dan unit-unit dalam negeri tersebar di 

seluruh daerah, serta kantor-kan!or c.abang dan diawasi oleh dewan pengawasan 

dan ilibantu oleh beberapa komite permanen. Struktur organisasi perusahaan 

adalab hubung!Oll antar bagia-bagian dalarn suatu perusabaan. Struktur 

organisasi berfungsi untuk memudabkan orang-orang yang ada di dalaru 

perusabaan uotuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya 

masing~masing sesuai dengan bidangnya, selain itu struktur organisasi juga 

merupekan hal yang penting bagi suatu perusabaan untuk mejalankan usahanya 

agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Di dalarn pelaksanaan kegiatan aktifitasnya sehari-hari, maka Bank BNl 

mempunyai struktur organisasi yang mengaJami penyempurnaan dari setiap 

periodenya. Kegiatan Bank BNI dipimpin oleh Dewan Direksi, diawasi oleh 

Dewan Pengawas dan dibantu oleh beberapa Komi!e Permanen. Dewan Direksi 

ini terdiri dad Direktur Utama dan 8 Direktur yang langsung membawabi 

beberapa Divisi saat ini adalah sebagai berikut : 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Rnpat Umwn Pemegang Saham (RUPS), mempuny-di tugas sebagai 

berikut: 

Menentukan materi rapat; 
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Menyelenggarakan mpal tahunan untuk rnembabas pertanggung 

jawaban laporon tahunan Dewan Direksi; 

Membabas dan menyetujui investasi yang aiGm dilakukan perusabaan; 

Membahas mengenai perubabun struktur organjsasi perusabaan; 

Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; 

Menentukan arab kebijakan umum perusahaan. 

2~ Dewau Komisaris: 

Dewan komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Sabam 

(RUPS). Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalab mengawasi 

jalnnya kegiatan perusabaan. 

3. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan pengawas syariab, bertugas sebagai berikut : 

Menciptakan. merumuskan, dan mengembangkan kegjatan syariah 

perbankan pada perusabaan; 

Mengawasi pelaksanaan kegiatan syariab perusabaan. 

4. Direktur Utama 

Direktur Utama berfungsi dan bertanggung jawab las segala aktifitas 

bank, beik prouk dan jasa yang aiGm dipasarkan maupun semua 

pembiayaan yang akan diberikan. 

5. Susunan Direksi 

Susunan Direksi terdiri dari : 

a Direktur Operas:! membawahi beberapa Divisi, }"aitu ; 

1. Divisi Operasiona1 

2. Divisi Teknologi 
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3. Divisi Layanan 

4. Divisi Jaringan 

b. Direktur Pengendalian/ Manajemen Risiko, tugasnya yaitu : 

I. Menyosun kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka pengendalian 

risiko yang dapat terjadi; 

2. Menyosnn dan menetapkan langkab-langkab dlam meningkatkan 

motu pelayanan bank. 

c. Direktur Kepatuban, tugasnya yaitu : 

1. Menetapkan perencanaan strategis bank; 

2. Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kebijaksanaan dan 

prosedur huku.m. 

Direktur Kepatuhan membawahi Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, dan 

Biro Direksi. 

d. Direktur Sumber Daya Manusia 

Direktur Sumber Daya Manusia bertugas menetapkan kebijakan dan 

pengelolaan Sumber Daya Manusia Bank BNI sehingga dapat mencapai 

hasil usaha yang optimal. 

Direktur Somber Daya Manusia membawahi Divisi Sumber Daya 

Manusia, Divisi Umum, dan Unit Pengembalian Perusahaan Anak. 

e. Direktur Konsumer membawahi beberapa Divisi, yaitu : 

1. Divisi Kredit Konsumer; 

2. Divisi Dana dan Jasa Konsumen; 

3. Divisi Wealth Management; 

4. Divisi Bisnis Kartu; 
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5. Uni!Dana Pensiun; 

6. Unit Bancasunmce; 

7. Divisi Usaha Syarlah. 

f. Divisi Komersial membawahl beberapa Divisi, yaitu : 

1. Divisi Usaha Menengah; 

2. Divis! Usaha Kecil. 

g. Divisi Korporasi, tugasnya yaitu : 

1. Menetapka.n dan menjalankllll sistem otomatis yang akan digunakan 

oleh unit hank; 

2. Bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan atas kasus,kasus 

atau penyimpangan yang teljarli; 

3. Mengawasi Jl"laksmman sistem otomatis yang telah ditetapkan 

Direksi dan mengawasi jalannya seiuruh kegiatan organisasi sesuai 

dengan prosedur, ~'1. dan kebijaksanaan Direksi. 

Direktur Korporasi membawahl Divisi Korporasi Satu, Divisi Kof1X1rasi 

Dua dan Unit Dana lnstansi dan Perusahaan. 

Divisi Korporasi Satu dan Divisi Korporasi Dua membawah.i Kelompok 

Manager. Selanjutnya Kelompok Maoager membawahi Relationship 

Manager dan Credit Officer. 

h. Direktur TresurJ dan Internasional 

a. Direktur Tresuri bertugas, yaitu: 

L Mengawasi Jl"Dgelolaan dana baik rupiah maupun valas; 

2. Mengawasi posisi harta dan hutang, sert.a menyusun langkah" 

langkah pengawasannya; 
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3. Mengawasi debitur-debitur korporasi bermasalah, kemudian 

memperbaiki permasalahan yang dihadapi tersebut. 

b. Direktur Intemasional bertugas, yaitu: 

l. Membina hubungan haik dengan bank koresponden yang berada 

diiuar negeri; 

2. Mengawasi debitur-dabirur bermasalah; 

3. Mengadakan perbaikan atas permaslahan-p=alahan yang 

dihadapi. 

6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 

Satuan Pengawas Internal mempunyai fungi, yaitu : 

1. Mer:nbantu Direksi dalam mengawasi jalnnya seluruh unit organisasi 

dengan prosedur peratumn1 dan kebijaksanaan Direksl; 

2. Memberikan pertimbangan kepada Direksi untuk pemutus kasus 

kecurangan y-d.Ilg ditemuk:an dari unit organisasi. 

7. Komitc Permanen 

Komlte Perrnanen bertugas untuk menentukan kebijaksanaan

kebijaksanaan dalam bidang tertentu yang bersifat strategis.Disamping itu, 

komite pennanen bertugas mcngkoordinasikan secara terpadu pelaksanaan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan Direksi dengan unit fungsional yang ada. 

Kornite Permanen ini terdiri dari : 

a Komite Risiko dan Kapital~ 

b. Komite Manajemen T eknologi; 

c. Komite Sumber Daya Manusia; 

d. Komite Disiplin; 

e. Komite Layanan. 
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A.2. Jcnis-Jenis Kredit Korporasi yang Diberikan Oleb PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero), Tbk. 

Kredit Korporasi di Bank BNI terbagi 3 macam, yaitu : 

a. Kredit Investasi; 

b. Kredit Modal Kelja; 

c. Kredit Tidak Langsung. 

Pengertian mengenai macam-macam kre.dit tcrscbut, yaitu : 

a. Kredit Investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untak keperluan perluasan usaha atau membangun proyekl pahrik barn atau 

untguk keperlua.san rebahilitasi. Contohnya untak pembangunan pabrik 

atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang 

relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif lebih besar pula. 

b. Kredit Modal Kelja 

Kredit Modal Kelja merupakan kredit yang <liguoakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalarn operasionalnya. Contohnya untak membeli 

bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang 

berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

c. Kredit Tidak Langsung 

Kredit yang diberikan oleh bank melalui prosedur terlebih dahulu, tidak 

langsung dicairkan begitu saja melaiukan melalui proses yang telah 

ditetapkan oleh bank. Kredit tidnk langsung ini terbagi dua macam, yaitu: 

Kredit Garansi Bank adalah bank memberikan garansi dengan 

menjamin untak pelnksanaan suatu proyek pada perusahaan yang 

diberikan kredit ini. 
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- Pembukaan Letter of Credit (UC), pemberian kredit untuk 

memperlancar pcmbeli/ pcnjual dalam pcrdagangan usaha yang 

dilak:ukannya. Dalam pemberian UC ini bank BNI memberikannya 

dalam satu kali pemberian a tau dapat pula seeara ber!l!hap. 

A. 3. Prosedur Pemberian Kredit Korporasi di PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero), Tbk. 

Seeara gads besar pelaksanaan proses prosedur pcmbarian kredit beroslah 

melalui beberapa tahapan kegiatan. Di dalarn prosedur pemberian kredit 

korporasi di Bank BNI ada 7 langkah kegiatan, yaitu : 

I. Langkah Pengumpulan Data, kegiatan yang dilakukan yaitu : 

Menyusun rencana pcngumpulan data, antara lain jenis data yang 

diperlukan, sumber dan cara mempcrolehnya, dan lain-lain; 

Melaksanakan pcngumpulan data; 

Menseleksi data yang perlul tidak perlu. 

2. Veriflkzsi Data, kegiatan yang dilak:ukan, yaitu: 

Melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan phisik/ on the spot); 

Meminta informasi bank kepada BIJ bank lain! lembaga pembiayaan 

1ainnya; 

Checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga 

lainnya. 

3. Ana1isa Laporan Keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, kegiatan 

yang dilakukan, yaitu : 

Analisa rasio; 

Analisa pernyataan Labal Rugi dan Neraea; 

Analisa rekonsiliasi modal dan harta tetap; 
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Analisa pemyataan pengadaan kas. 

Analisa aspek-aspek perusahaan lainnya, seperti aspek umum dan 

manajemen, hubnngan dengan bank dan atau lembaga 

pembiayaan,teknisl produksi, pemasaran, keuanganl self financing, dan 

lain-lain. 

4. Penilaian Risiko, kegiatan yang dilakukan yaitu: 

ldentifikasi rislko; 

• Penialian risikn umum dan khusus serta pengarubnya terbadap kredit 

yang diberikan; 

Penilaian risiko sebagai dasar asumsi proyeksi arus k:as; 

5. A<IO!isa proyeksi keuangan, kegiatan yang dilakukan, yrutu: 

Proyeksi aswnsi-asumsi, menyesuaik:an! mengubah asumsi dengan 
' mempertimbangkan risiko tertentu; 

Proyeksi arus kas dcngan skenario \\'ajar; 

Proyeksi Jabal rugi. 

6. Evaluasi kebutuhan keuangan, kegiatan yang dilakukan yaitu : 

Analisa proyeksi arus kas tersebut untuk menentukan jumlah dan kapan 

teljadinya kekurangan/ sw:plus kas nntuk menentukan jenis, jumlah dan 

sifat fasilitas kredit, jaminan/ agunan dan syarat-syarat kredit laianya. 

7. Struktur fasiJitas kredit., kegiatan yang akan dilakukan yaitu : 

Menetapkanjenis,jumlah dan sifat fasilitas kredit yang akan diberikan; 

Menetapkan jaminanf agunan yang diperlukan dan kemungkinan 

pengikatan serta penutupan asuransinya; 

Menetapkan syarat-syarat kredit lrunnya. 
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Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan oleh Divisi Pemberi Kredit, 

setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka Divisi Pemberi Kredit 

menyerahkan kepada Divisi Risiko untuk dimintakan pendapat mengenai 

Risiko Kredit yang akan muncul dari pemberian Kredit tersebut. 

Setelah Divisi Risiko memberikan pendapatnya, maka Analisa Permohonan 

Kredit tersebut diberikan kepada Direktur Sektor (Divisi yang bersangkutan) 

untuk. diperiksa. Selanjutnya Analisa Permohonan Kredit tersebut ak:an 

diporiksa kembali oleh Wakil Direktur Utama, Direktur Utama, dan akhimya 

akan diputuskan dalam Rapat Direksi. 

Dalam haJ kredit tersebut disetujui oleh Rapat Direksi, tidak serta merta 

kredit tersebut disalurkan. Dalam setiap bank ada yang d.inamakan Divisi 

Kepatuhan, dimana Divisi ini merupakan salah satu perpanjangan tangan dari 

Bank Indonesia sebagai pengawas bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Maka itu, dalam hal pemberian kredit, basil keputusan pemberian kredit 

tersebut haruslah dilak.ukan uji materil terlebih dahulu, untuk mengetahui 

apakah pemberian kredit tersebut, telah scsuia dengan peraturan perbank:an 

yang berlaku. 

Setelah Divisi Kepatuhan melakukan uji materil atas putusan dari pejabat 

yang berwenang atas pemberian kredit tersbut, maim Direktur Divisi 

Kepatuhan memberikan penguatan legalitas atas keputusan pejabat yang 

bewenang dalam hal pemberian kredit tersebut, untuk selanjutnya dilakukan 

perjanjian kredit antara Bank dengan cal on debitur. 

Dalam hal perrnohonan kredit disetujui rnal<a akan dibuatkan Surat 

Persetujuan Kredit, yang berdasar atas Swat Keputusan Direksi (SK Dir) 

kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan melaksanakan peijanjian 

kredit dengan debitur. 
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Bagan Prosedur Pemberian Kredit Korporasi di Bank BNI 

Pengumpulan Data 

Verivikasi Data 

Analisa Laporan Keuangan dan 
Aspek-aspek perusahaan lainnya 

Penilaian Risiko 
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A.4. P,rsyaratao pemberian kredit korporasi di Bank Negara Indonesia 

(Penero), Tbk. 

Pemberian !credit korporasi di Bank BNI sebelum diajukan dan sebelum 

dinyatakan diterima oleh Bauk BN!, rnaka nasabeh yang ingin mendapatkan 

pemberian !credit tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut : 

I. Legalitas usaha yang terdiri dari : 

a. Akta pendirian berilrut perubehan-perubahannya yang terbaru dan 

pengesaharmya dari Departemen Hukum dan Haru; 

b. SIUP/ljin lndustrilljin Usaba dengan bidang usahanya; 

c. UUG (Undang-undang Gangguan); 

d. IDP (Tanda Daflar Perusahaan); 

e. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) 

Bagi perusahaan nasabahl caJon nasabah yang usahanya diperkirakan 

mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadup linglrungan, maka 

fusilitas !credit hanya dapet dipertimbangkan apabila parusahaan tersebut 

mempunyai ijin AMDAL dari instansi yang benvenang. Hal ini tentu saja 

untuk menjaga keefektrfan proses produksi dari perusahaan tersebut. 

dengan mewaspadai penutupan perusahaan tersebut akibat parusakan 

1inglrungan. 

2. NPWP dan Laporan Keuangan 

Bagi pemohon kredit diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 

wajib menyertlkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus 

dicantumkan dalam PAK. Kewajiban penyampalan fotocopy NPWP dan 

Laporan Keunngan dalarn permnltonan kredit ditetapkan dalam SE BI No. 

2713/UKU tanggal 25 Januari 1995 dan SK DIR Bl No. 271121/KEP/DIR 

tanggal 25 Januari 1995, yang intinya sebagai berikut: 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu : 
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I. Pada setiap peng(\juan kredi~ bank wajib meminta fotocopy kartu 

NPWP lrepada debitm; 

2. Dalam bat eaton debitur berstatus istri dengan tidak pisah harta, 

maka NPWP dimaksud dapat menggunalren NPWP suami. 

b. Laporan keuangan, yaitu: 

I. Dalam bat hank mensyaratkan lapor.m keuangan dari pomoimn 

kredit yang (menutUt ketentuan wajib pajaknya)wajib melampirkan 

laporan keuangm pada SPT Tahunan PPh; 

2. Dalam bat hank mensyaratkan laporan keuangan b.agi pemohon 

kredit orang pribadi yang (menurut ketentuan pajaknya} tidak wajib 

melampirkan laporan keuangm pada SPT Tahunan PPh; 

3. Sehubungan dengan kewajiban diatas penyampaian laporan 

keuangan diatas, ditetapkan sebagai berikut : 

Bagi debitur/ caJon debitur yang dalam pembayaran pajaknya 

wajib me[ampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan ])Ph; 

Bagi debitur/ Calon debitur peronmgan (orang pribadi) yang 

dalam pembayaran pajaknya tidak v;ajib melarnpirkan laporan 

keuangan pada SPT Tahunan PPh, maka bank wajib meminta 

fotocopy SPT Tahunan PPn yang bertanda terima dari kantor 

pelayanan pajak setempat. 

3. Hubungan dengm hank (Keputusan CPC No. 64 tanggal 6 April 1999) 

Salah satu syarat untuk menjadi debitur PVho/esale lt.1arket (termasuk 

BUMN) maupun Midle Mar/ret, minimal harus Ielah menjadi nasabah Bank 

BNI atau bank lain selama 6 (enarn) bulan (baik berupa nasabah dana 

maupun jasa), dan kinelja usaha yang bersangklltan dari hasil verifikasi 

terbukti balk. 
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4. Pengalaman usaha, perusahaan sudah beroperasi minimal 3 (tiga) 1ahun, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Lamanya beroperasi perusahaan tersebut tidak dilihatdari tanggal 

pendirian atau akta anggaran dasor perusahaan, melainkan dilihat dari 

mulainya aktivitas perusahaan dalam bentnk prodnksi, penjualan, atau 

pemberian jasa """""' nyata ( operasional ); 

b. Untnk anggota group yang beroperasi kurang dari 3 tahun, sedangkan 

group usahanya sudah beropernsi minimal 3 tabun (tanpa memandang 

apakah group usaha tersebut merupakan debitur Bank BNI atau bnkan), 

maka perusahaan yang merupakan anggota group usaha tersebut tidak 

dianggap sebagai perusahaan baru. 

5. Persyaratan bentnk badan hukum (keputusan Dirnksi eftn. Memo PAR No. 

PAR/4/0111 tanggal3l Januari 2002) 

a. Bagi debitur perorangan, dibatasi maksimum kreditnya hingga setinggi

tingginya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ; 

b. Bagi debitur yang maksimum kreditnya, diatas Rp. 2.500.000.000,00 , 

harus merupakan badan usaha non perorangan seperti CV, Finna, PT, 

Yayasan, dan Kmpernsi. 

6. J>ersyaratan penempetan staf Bank BNI atau pihak ketiga lainnya pada 

perusahaan yang memperoleh fa.silitas kredit maksimum diatas Rp. 

100.000.000.000,00 

Berdasarkan keputusan CPC No. 58 tangga18 Agustus 1997, ditetapkan 

bahwa debitur yang memperoleh kredit dengan maksimum diatas Rp. 

100.000.000.000,00 harus menyetajui dan memberikan hak kepada Bank 

BNI untuk dapat menempatkan staf dalam kepengurusan perusahaan yang 

bersangkutan. Staf tersebut dapat berasal dari pegawai Bank BNJ atau pihak 

ketiga yang ditunjnk oleh Bank BNI. 
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7. Fasilitas Forex line (Keputusan CPC No. 62 tanggal5 Juni 1998) 

a. Fasilitas fora line hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang ada 

"underlying transaction n Nnya; 

b. Unit yang memberikan dan bertanggung jawab atas fusilitas forex line 

lrepada debitur adalah unit pemheri kredit, pelaksanaan tnlrulaksi fore>< 

dilakukan olah Divisi Tresuri atas permintaan nasabah dengan 

persetujuan unit pemberi kredit; 

c. Analisa pemberian fasilitas forex line dilakukan dengan 

mempertimbangkan risiko secara keseluruhan, sebagaimana prinsip

prinsip dalam pemberian fasilitas pinjaman dengan memperha!ikan 

risiko yang terkandung dalam transaksi tersebut, antara lain sumber 

dananya batllS SCI!Uai; 

d. Ketentuan mengenai jaminan nntuk transaksi forex diatur sebagai 

berikot: 

I. Transaksi forex yang dilakukan oleh debitur dengan BNI harus 

dlcover oleh jaminan yang cukup~ yaitu minimal CEV controlled 

15% dari nilai transaksi forex yang dilakukan oleh debitur, jaminan 

tersebut dapat berupa Marginal Deposit, Disponsible Kredit yang 

dibloldr atau jaminan lainnya; 

2. Apabila jaurinan berupa disponsible kredit, maka disponsible kredit 

tersebut harus diblokir sebelum transaksi furex dengan BNI 

dilakokan; 

3. Apabila jaminan yang diserahkan debitur untuk fasilitas kredit dan 

fasilitas transaksi forex telah cukup mencover risiko kedua fasiHtas 

tersebut, rnaka debitur tidak perlu menyerahkan jaminan berupa 

marginal deposit atau disponsiblenya diblokir. 

e. Besamya fasilitas forex: line yang diperhitungkan dalam kaitannya 

dangan kewenangan memutus kredit dan BMPK adalab sebesar 15% 
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dari plafon fasilitas forex line tersebut Pemberian furex line yang 

jruninan/ risikonya dicover oleh marginal deposit atau disponsible 

kredit yang diblokir, l11llka kewenangan memutusnya bemda pada 

pimpinan unit. 

A.S. Permasalahan yang fimbui akibat pemberian kredit korporssi di PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 

Pennasalahan yang te~adi didalam pemberian kredit pada dasmya dapat 

disebabkan oleh falctor intern, dan falctor ekstem perbankan. Kedua faktor ini 

tidak dapat dihindari karcna adanya berbagai kepcntingan yang saling berkaitan 

sehingga mempengaruhi kegiatan bank. Falctor-fuktor penyebab kredit 

bennasalab itu, adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Intern Penyebab Kredit Bermasalah 

Faktor intern penyebab kradit bermasalah di dalarn pemberian kredit pada 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yaitu: 

a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif 

Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang cukup cepe! telah 

meyebabkan beberape bank melakukan kebijakan pertumbuhan kredit 

yang melebihi tingkat wajar. Hal ini tampaknya dilakukan untuk 

mengbindari teljadinya penwnpukan dana yang idle (menganggur) 

alribat pengbimpunan dana yang cukup besar, bauk lrurang berhati-hati 

dan kurang selektif dalnm menilai permohonan kredit. Sering teljadi 

bauk memberlkan kelonggaran dan keringanan yang berlebihan dalarn 

pemberian kredi!nya taupe memperhitungkan kenaungkinan risiko yang 

dihadapi. 

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Setiap bank telah merniliki pedoman dan tala cara pemberian kredit, 

narnun beberape bank tidak mengikuti sistem yang ada atau lrurang 

disiplin dalarn menerapkan prosedur yang ada. Hal yang sering te~adi 
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antara lain penilaian !credit kurang menitik beratkan pada kelayakan 

usaha, termasuk tujuan penggunaan kreditnya tidak diteliti secara 

mendalam. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut 

bersumber dari faktor kurangnya kualitas dan l-uantitas pegawai bank 

yang menangani !credit serta adanya dominasi pemutusan !credit oleh 

pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan. 

c. ltikad tidak baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank 

Pemberian !credit kepada dehitur tertentu yang sejak awal sebenamya 

sudah diketabui bahwa !credit itu tidak boleb diberikan, tetapi yang 

teJjadi adalah adanya pe!Uberian !credit kepada pemilik, pengurus atau 

kepada perusahaan sendiri hanya untuk suatu kegiatan yang kurang 

jelas, kre!lit seolah-olah diberikan kepada dehitur tertentu (yang 

sebenarnya tidak ada) yang dananya digunakan oleh pemilik beok yang 

bersangkutan, atau adanya kera sama antara M•bat bank dengan caJon 

debitur yang beritikad kurang beik. 

d. Lemahnya sistem admiirist:rasi dan pengawasan kredit, debitur dengan 

hal-hal sebagai beri...'ut : 

Dokumen perkreditan yang seharusnya diminta dari debitur tidak 

dilakukan oleh bank; 

Berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur; 

Pemantauan usaha debitur tidak dilakukan secara teratur; 

Secara periodik tidak dilak:ukan peninjauan pada lokasi usaha 

debitur. 

Kelernahan pada struktur administrasi tersebut menyebabkan sistem 

pemantauan kredit menjadi kurang berfimgsi, kredit yang mengalami 

pennasalahan tidak dapat dilacak secara dini, sehingga pada saat kredit 

menjadi bermasalah bank sudah terlambat mengambil langkah-langkah 

peneegahannya. 
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e. Lemahnya sistem administrasi kredit 

Lapomn bank kepada Bank Indonesia cenderung melaporkan keadaan 

perkred.itan yang lebih balk dati keadaan yang sebenl!l1lya, dengan 

tujuan untuk memperoleh penilaian yang baik dari Bank Indonesia. 

Tidak didasari babwa hal ternebut akan menyulitkan bank itu sendiri 

karena bank lldak memiliki informasi yang akurat mengenai kredit 

bermasalab yang sebenarnya, sebingga bank tidak dapat rnengambil 

langkah-langkah yang diperlakan untuk mencegab kredit bermasalab. 

2. Faktor ekstem penyebab kredit bermasalab 

Adapun yang menjadi faktor ekstem penyebab kredit bermasalab di dalarn 

pemberian !credit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yaitu: 

1. Kegagalan nsahn debitur 

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

terdapot dalam lingkungan usaha debitur. Faktor tersebut berupa 

kegagalan produksi, distribusi, dan pemasarnn. Namun hank dapat 

mengantisipasi dengan risiko~risiko tersebut pada saat melakukan 

penilaian terhadap kelayakan usaha debitur. 

2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya snku bungan kredit 

Menuronnya kegiatan ekonorni akan menyebabkan tingginya b'Uk:u 

bunga kredit yang menarnbab beban debitur untuk mengembangkan 

usabanya. Hal tersebut merupekan salab satu penyebab kesulitan debitur 

dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 

3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur. 

Adanya persaingan antar bank yang ketat daJam menyalurkan dana 

telah dimanfuatkan oleh debitur yang rnempunyai itiked kurang balk, 

yaitu dengan memperoleh kredit yang melebihi jumlah yang diperlukan 

dan untuk usaba yang tidek jelas. Persaingan antar bank iersebut juga 

menyebabkan bank menjadi kurang rasional dalarn rnenyalurkan kredit. 
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Hal ini diperburuk lagi dengan melemahnya kemampuan teknis dan 

pengalaman pengelolaan perkreditannya. 

4. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaba debitur 

Beberapa kredit berrruJSalab te.jadi memang karena adanya musibab 

yang dialami oleh debitur, antara lain debitur meninggal d~ pada 

sarana usaha terjadi force majure (co:kebakaran, banjir, gempa 

bumi,dll), adanya pepernngan, sementara debitur bank tidak melakukan 

pengamanan melalui penutupan asuransi. 

B. Tanggung Jawab Direksi Bank Dihubungkan Dengan Penerapan Business 

Judgment Rule 

B.l. Penerapan Prinsip Kebali-hatian Dalam Menyalurkan Kredit Pada 

Peraturan Perundaog-undangao Perbankan Indonesia 

Dalam industri perbankan khmmsnya usaha penyaluran kredit, terdapat 

beberapa peraturan yang sangat ketat dalam mengatur usaha penyaluran kredit 

perbankan. Hal ini tenru saja diksrenakan, usaba perbankan dalam hal 

penyaluran kredit tersebu~ sebagian besar menggunakan dana yang dihimpun 

dari nasabah bank tersebut. Selain itu juga peraturan perundangan tersebut 

Wltuk menghindari atau memperkecil risiko bank dari kerugian akibat kredit 

macet. Sebab tidak jarang kredit macet membuat kesehatan bank menurun yang 

diakhiri dengan penurupan atau liknidasi bauk. 

Peratumn perundang-undangan perbankan yang mengatur dalam hal 

pemberian kredit tersebut, antara lain : 

a. Undang-undang No. 10 tabun 1998 tentang Perubaban Undang-undang No. 

7 tahun 1992 tentang l'erbankan 

Pasal6 hurufb 

Pasal in1 rnengatur usaha bank umum. yaitu meliputi pemberian kredit 

- Pasalll ayat (I)- ayat (5) 
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Pasal ini mengatur mengenai Batas Maksimnm Pemberian Kredit 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank 

Indonesia. 

Pasal49 ayat (2) 

Pasal ini mengatur mengenai tanggnng jawab pidana bagi dewan 

lromisaris, direksi, alau pegawai bank yang dengan sengaja 

memberikan fasilitas kredit kepada debitur untuk keuntungan 

pribadinya juga. 

b. PBI No. 7/212005 teotang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 

Peraturan ini mengatur mengenai peniiaian lrualitas !credit yang diberikan 

oleh bank kepada debitur, sehingga memiliki barometer atau alat ukre dalam 

menentukan kualitas !credit yang diberikan kepada debitur, mulai dati lancat, 

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, sampai dengan maeet. 

e. PBI No. 71312005 teotang Batas Maksimum Pemberiaa Kredit Bank Umum 

Peraturan ini mengatur mengenai hal-hal prinsip dalam usaha penyaluran 

kredit perbaakan. Baak diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan 

manajemen risiko dalam pemberian kredit Selain itu dalam pemberian kredit 

bank harus menerapkan perhitungan bisnis yang tepa!, dengan tidak 

melampaui batas maksimum pemberian kredit. 

d. PBI No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governace Bagi 

BaakUmum 

Peraturan ini mengatur tentang pedoman bagi para peogurus baak dalam 

menjalankan pengurusan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

keadaan perekonomian nasional. 

Peraturan-peraturan diatas memaksa bank untuk menerapkan good corporate 

governance dalam menjalankan usaha penyaluran kredit. Keputusan bank yang 

lam hat dan tidak tepat dalam memberikan kredit akan menghambat bahkan dapat 

menghentikan usaha baok tersebut Selain itu tanggung jawab baik secara pi dana 

ataupun perdata juga menunggu hagi pengurus bank yang melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan perbankan diatas. 

Dalam penyaluran kredit perbankan, bank diwajibkan untuk melakukan 

analisa kredit yang ketal bagi calon debitur bank. Hal ini dapat dilihat dari alur 
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melrnnisme kredit peda panyalumn kredlt korporasi di PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero), Tbk. 

Permohonan !credit yang dimasukkan oleh eaton debitur kepada Divisi 

Korporasi dilakukan analisa sesuai dengan formula analisa !credit yang dikenal 

selama ini, yaitu : The 4 P's Credit Analysis and The 5 C's Credit Analysis. 

Setelah Divisi Korporasi melakukan analisa, maka hasil analisa akan diserahkan 

kepada Divisi Risiko. Divisi Risiko bekelja sesuai dengan PBI No. S/14/2006 

perubahan alas PBI No. 8/412006 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance Bagi Bank Umum, hasil ana!isa kredlt dari Divisi Korporasi akan 

dipertimbangkrm kembeli oleb Divisi Risio, dengan memasukkan pertimbangan 

risiko !credit yang akan timbul jika parmobonan !credit disetujui. Selelah Divis! 

Risiko memasukkan analisa risiko kredituya, mal<a hasil analisa kredit akan 

kembali diperiksa oleh jajaran direksi sampai dengan pemutusan pada Rapat 

Direksi. 

Daim hal !credit disetujui pada Rapat Direksi, tidal< serta merta !credit dapat 

disalurkan, sebab keputusan direksi tersebut haruslah dimintakan lega!itas kepada 

Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan akan memeriksa apakah keputusan direksi 

alas penyaluran !credit tersebut telah sesuai dengan langkah-langkah yang barns 

diambil oleh pengurus benk dalam penyaluran kredit berdasar dengau peraturan 

perundang-undangan perbankan. Setelah Divisi Kepatuhan memeriksa keputusan 

direksi yang menyetujui penyaluran kredit korporasi kepada debitur, maka Divis! 

Kepatuhan memberikan legalitas keputusan direksi tersebul Setelah tahap-tahap 

analisa !credit tersebut dilakukan, barulah dapat dibuatkan Surat Persetujuan 

Kredit oleh Direktur Korporasi yang bersangkutan dengan berdasar kepada Surat 

Keputusan Direksi yang memberikan kewenangan kepadanya untnk menyalurkan 

k.redit korporasi, selanjutnya untuk membuat perjanjian kredit dengan debitur. 

Tahapan analisa kredit yang sangat panjang dan ketat tersebut tentulah 

mengurangi kefektivan usaba perbenkan dalam hal penyaluran !credit, karena 

bank sebegai per.;eroan dituntut untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat 

dalam menjalankan usahanya. T etapi pernturan-pernturan yang sang at ketal 

dalam penyaluran kredit tentu saja menuntut waktu yang lama pula, serta barus 

melalui pertimabBngllll dan analisa yang begitu kompleks. Selain itu, tanggung 
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jawab pengurus bank balk sooara pidana alaupun perdala menunggu para 

pengurus bank yang melakukan salab kepengarusan pada bank. 

Mel\iadi pertanyaan apakah ketentuan peraturan perundang-uudangan dalam 

hal penyaluran kredit tersebut sebagai bentuk most regulated industry dalam 

dunia perbankan merupakan pengbambal atau pendukung bagi kemajuan bank? 

Pertanyaan 1ersebut dapat te;iawab dangan mempertimbangkan tujuan dari 

analisa kredit yang wajib ditempkan dalam penyaluron kredit perbankan serla 

dampak kredit macet bagi perbankan. 

Tujuan ulama dari kegiatan analisa kredit adalab menilai sebernpa besar 

keroampan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mcreka 

pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdesarkan 

basil penialaian ini, bank dapat mernperkirakan tinggi rendabnya risiko yang 

akan ditanggung, bila mereka meluluskan kredit yang akan diminta. Dengan 

darnikian mereka dapat memutuakan apakal; permintaao kredit yang diajukan 

ditolak, ditelili lebib lanjut, alan diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan 

syarat-syarat kbusus ke dalam perjanjian kredit).10 

Datam melaknkan evaluasi perminlaan kredi~ seomng analis kredit akan 

meneliti berbagai macrun faktor yang diperkirakan dapal mempengaruhi 

kemampuan dan kesediaan caJon debitur memenuhi kewajiban mereka kepada 

bank. Faktor-faktor pengaruh tersebut bersumber dari !uar perusahaan. 71 Pada 

dasarnya tujnan dari analisa kredit ini adalah memperkecil risiko kredit mace~ 

serta mewaspadai dini itkad-itikad tidak baik dari para debitur-<lebitur "nakal". 

Sedangkan yang menjadi dampak dari kredit macet bagi bank, yaitu Bank 

yang terganggu kesehalarmya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti 

permohonan kredit, penarikan tabnngan, dan deposito. Keadaan yang dernikian 

pula kepercayaan masyanakat terbadup baak berkurnng. Bahkan dapat teljadi Jeih 

dari itu, izin usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi.72 Selaln itu, piutang 

bank pada nasabah debitur dianggap sebagai aktival harta baak, dimana setiap 

alrtiva dikenakan pajak. Oleh karena itu, piutang bank pada nasabah debitur 

w Yunus Husain dan Zulkarnain Sitompul. Op.Cit., bal. 44 
11 Ibid 
12 Gatot Supramono. Op.Cil., hal. 135 
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(utang pokok di!runbah bunga) yang mengalami kredit mace! akan se!alu 

dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn), sehingga beban baak menjadi 

bertambah, sedangkan debitur te!ah insolven (tidak dapat mengembalikan kredit). 

Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi baak yang san gat bosar, sebab 

baak harus membentuk dana cadangan untuk menutupi erugian akibat kredit 

macet tersebut. 

Mencegah kredit mace! harus dilaknkan oleh semua bank. Bank yang 

kreditnya bennasalah/ mace! akan memiliki beben bank berupa biaya akibat 

kredit bennasalah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank yang tidak 

mempunyai kredit bennasalah/ macet Kerugian tersebut bukan banya dalarn 

bentuk biaya langsung (kewajiben pokok dan bunga yang tidak terbayarkan oleh 

debitur), tetapi juga biaya tidak langsung, seperti biaya hukum (legal expenses), 

biaya administtasi, penurunan reputasi bank, biaya pengawasan dari otoritas 

moneter, kehi!angan ke:•:mpetan untuk meniagkatkan pertumbuhan bank, serta 

terkll!11Snya waktu pejabat-pejabat bank yang seharusnya melakakan kegiatan 

bisnis bank yang menungtungkan. 73 

Dari pertimbengan 2 hal di alas yaitu mengenai tujuan analisa kredit serta 

dampak dari kredit mace!, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan 

perundang·Wldangan yang sangat ketat dalam mengatur usaha perbankan 

khususnya penyaluran kredit sebagai bentuk most regulated industry, sehingga 

bank dituntut untuk selalu menempkan pnn.<11p kehati-hatian dan 

mempertimbaagkan segala aspek dari penyalurnn kredit yang memakan waktu 

cukup lama, merupakan pendukung bagi perkembangan usaha perbankan itu 

sendiri. 

Seperti ada peribahasa yang mengungkapkan "lebih baik mencegah daripada 

mengobati". Peribahasa tersehut berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran 

!credit perbankan. Bank dituntut melaknkan analisa kredit yang sangat ketal 

walaupun memerlukan waktu yang lama pula dan terkesan tidak efuktif, tempi 

tujuan dari analisa kredit tersehut sangat bennanfaat bagi bank penyalur kredit. 

Sebab tujuan analisa kredit tersebut, pada dasamya untuk menghlndari atau 

73 AdeArthesa.Op.Cil,, hal. 181~182 
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memperkecil risiko bank dari kerugian akibat kredit macet. Dimana kita ketahui 

dampek akibat kredit mace! yang dialami oleb baok akan meuimbulkan kerugian 

dan cost yang sangat besar bagi baok dalam menyelesaikan kredit macet Bahkan 

tidak jarang dampak kredit mace! ysng dialami oleh baok akan menurunkan 

kondisi perekonoman baok yang beiBkhlr dengan penutupan atau likuidasL 

B.2. Tanggung ,Jawab Direksi Bonk. 

Fungsi utama perbankan adalab menjadi lembaga intermediasL Bank tidak 

hanya mengumpulkan dana dari masyamkat tetapi juga menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masymakat. Namon penyalllilll dana kepada masYamkat 

ternebut perlu diatur lebih lanjut agar dapat dikontrol dan tidak terkonsentrasi 

peda debitur tertenn> (seperti kepada perusahaan milik pemegang sabam) yang 

akan membabayakan kesehatan baok ysng ~gkutan seperti yang dialami 

banyak baok pada krisis moneter pada tahWtl997 silam. 

Konsentrasi kredit yang berlebihan mernang membabayakan bank. Untuk itu 

Bank Indonesia (BI) mewajibkan baok menerapkan prinsip kebati-batian 

penyaluran kredit dan melakakan penyebaran portofolio penyediaan dana 

terutama dengan pembalasan penyedioan dana dengan porsentase tertentu 

terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan 

keadaan modal bank. Hal inilab yang lebih dikenal dengan Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Baok Indonesia (PBI) 

No. 713/PBl/ 2005 yang telab diubab dengan PBI No. 8113/PBl/2006 tentang 

Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umurn. Ketentuan ini diatur lebih lanjut 

peda Surat Edaran Baok Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBJIDPNP tertanggal 18 

April 2005. Selanjutnya Peraturan Baok Indonesia No.?/212005 tentang Kualitas 

Aktiva Baok Umurn juga mengatur penilaian alas kredit yang diberikan oleh 

bank kepada debitur, sehingga bank memiliki alat ukur untuk mengetabui 

keadaan piutangnya yang ada pada debitumya, serta bank dapat mengambil 

langkab-langkab yang diperlukan untuk mengamaokan kredit yang bank berikan 

kepeda debitur. 

Baok juga diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen 

risiko terutama manajemen risiko terhadap penyediaan dana kredit kapada pihak 
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terkait maupun terhadap peminjam yang memiliki ekspor besar. Bentuk 

penyediaan dana lainnya yang dilakukan oleh bank adalah melalui surat herharga 

dalam bentuk sura! pnngakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit,. atau 

bentuk lain yang lazim diperdagangkan di pasar modal dan pnsar uang. Jenis 

penyediaan dana yang lain adalah pnnempatan bank pada bank lain dalarn bentuk 

giro, interbank call money, depoaito herjangks, dan sertifikat depositn. Surat 

herhargs yang diheli dengan janji dijual kembali, tagihen akseptasi, derivatlf 

!credit, transaksi rekening administratif dan potential funwe credit exposure dari 

suatu perjanjian yang bersifat derivatlf, jika surat herbarga tersebut tmmasuk 

dalmn penyertaan modal maupun dalam penyertaan modal semenlara adalah 

dalah satu komponen dalam penghltungan BMPK. 

Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-batian tersebut diatas 

herdasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/1412006 tentang Perubahan 

Peraturnn Bank Indonesia No. 8141200 tentang Good Corporate Governance 

(GCG). Peraturan ini menuntut para pengurus bank khususnya direksi sebagai 

pengurus harlan bank untuk selalu menerapkan prinsip GCG tersebut. 

Penerapan prinsip kchati-hatlan dan manajemen risiko yang merupakan 

bagian dari GCG dalam usaha bunk menyalurksn kreditnya tentu merupaks.n 

permasalahan yang tidnk mudah untuk bunk. Hal tersebut dapat kita lihat dari 

masih begitu banyakuya kasus kredit macet yang terjadi. Mulai dari kasus kredit 

macet Bank Niaga yang memgikan bank Rp. 100.000.000.000,00, yang 

diakibatkan pelanggaran alas larangan pnmherian fasilitas !credit dan cerukan 

untuk menutupi kerugian-kerugian yang timbul karena transaksi derivatif (SK. 

Dir. BI No. 28/119/Kep/Dir) yang dilnkukan oleh Direksi dari Bank Niaga. Pada 

kasus kredit macet lainnya yaitu !credit macet Bank Mandiri yang merugikan 

bunk sebesar Rp. 168.000.000.000,00, akibat dari tidak diterapkannya prinsip 

kehati-hatian dan adanya itikad buruk serta cmiflic of interst dari direksi Bank 

Mandiri atas penyaluran kredit oleh Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha 

Nusantara Selanjutnya kredit macet Bank Perkembangan Asia yang merugikan 

bank Rp. 5.502.293.038,84, akibat tidnk menerapkan prinsip Good Corporate 

Governance yang balk dan benar oleh direksi Bank Perkembangan Asia, dimana 

direksi Bank Perkembangan Asia menggunaks.n Bank yang dipimpinnya untuk 
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membiayai PT. Djaya Tunggal yang dipimpinnya juga dengan suatu pemberian 

kredit dari Bank Perkembangan Asia Oleh karena itu telah nyata dan tegas 

terlihat adanya itikad buruk sella conflict of interst atas pemberian kredit Bank 

Perkembangan Asia kepada PT. Djaya Tunggal. 

Kasus-kasus kredit macet tesebut diatas merupakan sebahagian dari kasus

kasus kredit maeet di Indonesia, selain kasns-kasns diatas penglikuidasian bank

bank swasta tahun 1998 yang dialdbatkan bank tidak dapat mengembalil<an dana 

nasabah akibat penumpukan kredit mace! pada bank. 

Kasus-kasus tersebut diatas menyatakan bahwa penernpan GCG dalam bank 

sangat sulit dilakukan, schingga seeing kali bank dirugikan aldbat penyaluran 

kredit yang tidak banar ataupun salah perbitungan. Hal ini dapat kita lihat dari 

fuktor-falrtor penyebab kredit macet, sebagai contoh dapat kita libat dari falrtor

fakror penyebab kredit maeet pada Bank BNI. 

Di dalam Bank BNI terd&pat 2 fuktor yang menyebahkan bank mengahnni 

kerugian akibat kredit mace~ yaitu : 

I. Faktor Intern Penyebab Kredit Bermasalah 

a Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif 

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkredi!an 

c. ltikad tidak baik dari pernilik, pengurus, dan pegawai bank 

d. Lemahnya .sistem administrasi dan pengawasan kredit 

e. Lemahnya sistem administrast kredit 

2. Falrtor ekstem penyebab kredit bermasalah 

a. Kegagalan usaha debitur 

b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bungan kredit 

e. Pemanfuatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh 

debitur. 

d. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaha debitur 
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Faktor-:fuktor ini pulalah yang sering kali menimbulkan risiko kred.it macet pada 

perbankan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerugian bank akibat kredit macet 

tidak: timbul dengan sendirinya, kecuali Force Majure. Malm dari kesimpulan 

tersebut dapat dipastikan adanya tanggung jawab pengurus bank alas kerugian 

bank akibat kredit yang disalurkannya kepada debitur yang dimana kemudian 

hari mengalami kredit macet. 

Menjadi pertanyaan siapakah yang bertanggungjawab dan bagaimana bentuk 

pertanggung jawabannya alas kerugian bank akibat kredit macet? Tentunya untuk 

menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat terlebih dahulu mekanisme 

penyaluran kredit, siapa sajakah yang bertanggung jawab dalarn penyaluran 

kredit pada bank, serta peraturan perundang-undangan dan doktrin-<loktrin yang 

ada tentang bentuk: tanggur::.g jawab yuridis atas kerugian perseroan. 

Dalam basil penelitian penyaluran kredit korporasi Bank BNI diatas telah 

dijelaskan bagaimana mekanisme atau prosedur mengenai penyaluran kredit 

korporasi Bank BNI. Dimana pada dasarnya keputusan persetujuan pemberian 

kredit diputuskan oleh jajaran direksi, mulai dari Direktur Sektor, Wakil Direktur 

Utama, Direktur Utama, sampai dengan Rapat Direksi. (Lihat hagan alur 

pengambilan keputusan kredit) 

Dari mekanisme penyaluran kredit di Bank BNI tersebut dapat dilihat bahwa 

direksi bertanggung jawab atas penyaluran kredit yang diberikan oleh bank 

kepada debitur, dimana penyaluran kredit tersebut diputuskan persetujuannya 

padajajaran direksi/ Rapat Direksi. 

Membicarakan mengenai tanggung jawab dalam hukum perbankan 

khususnya dalam usahanya melakukan penyaluran kredit, maka dapat kita bagi 

menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab secara pidana serta tanggung jawab 

secara perdata, yang masing-masing akan dijelaskan secara lebih terperinci. 
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B.2.1. Tanggungjawab pidana 

Hukum perbankan masuk dalam rancah frulrum publik Hal ini dikarenakan 

dalam perbankan ada kepentingan publik yang harus dilindungi. Dimana telah 

dijelaskan diatas bahwa fungsi utmna perbankan arlalah menjadi lembaga 

intermediasi. Bank tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarnkat tetapi juga 

menyalmkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. 

Tanggung jawab secara pi dana telah jelas dikemukakan diatas dalam Pas a! 49 

ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang 

No. 7 tahun 1992 tentang Peibankan, bahwa bagi para pengums bank yang tidak 

meatuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan 

langkah-langkah yang diperlukan dalam penyaluran kredi! dapat dituntut secara 

pidana Pasal49 UU No. l 0 tahun 1998 tersebut mengatur sebagai berikut : 

., Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dangan sengaja : 
a. Meminta atau menerima,. mengizinkan atan menyetujui untuk menerima 

suatu imbalan, komlsi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang 
berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan 
keluarganya, dalam nmgks mendapatkan atau berusaha mendapatkan 
bagi orang lain dalarn mernperoleh uang muka, bank gw:ansi, atau 
fusilitas kredit dari bank, atau dalam rangks pembelian atau 
pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes~ cek, dan 
kertas dagang atau bukti kewajibau lainnya, ataupun dalarn rangka 
memberiksn persetujuan bagi orang lain untuk melaksauakan penarikan 
dana yang melebilti batas kreditnya pada bank; 

b. Tidak melaksaruikan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini 
dan ketentuan peraturan perundang-undangao lainnya yang berlaku bagi 
bank, diancam dengau pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
tabun dan paling lama 8 (delapan) rabun serta denda sekurang
kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)." 

Adanya unsur kesengajaan dan memperkaya diri sendiri perlu menjadi 

perhatian. Unsur-unstli' ini berhubungan dengan kesalahan pengurus bank yang 

disengaja dan melawan hukum, Oleh karena itu hat ini sama dengan prlnsip 

dalam Undaug-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroao Terhatas yang 

merupakao bagian darl hukum privati perdata, bahwa dalam meminta 
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pertanggung jawaban dlreksi ata.• kerugian bank haruslah adanya unsur 

kesengajaan dalam melakukan kesalaban tersebut. 

B.2.2. Tanggung jawab perdata 

Selanjutnya dalam pembahasan kali ini alam membahas mengenai tanggung 

jawab secara perdata direksi bank dengan berdasar pada Undang-undang No. 40 

tahun 2007 tentang Per.;eroan Terbatas yang dapat dikeuakan bagi pengurus bank 

yang dengan sengaja melaknkan kesalahan dalam pengurusan perseroan. Perin 

diingat bahwa bentuk hulaun dari bank adalah perseroan, sesuai dengan Pasal 21 

ayat (1) Undang·undang No. 10 tahun 1998. 

Dalarn melakukan kepengurusan direksi harus dapat mengambil keputusan 

dalam waktu yang cepat dan dengan tepa!, mengingat bahwa suasana dan kondisi 

bisnis cenderung dapat berubah dengan cepat, sehingga direksi harus dapat 

mengarnbil keputusan dengan cepat berdasarkan pertirnbangan cermat pula. 

Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya ini direksi selalu dibayangi 

ketakutan akan dituntut secara pribadi seandainya perseroan yang dipimpinnya 

merugi akibat keputusan yang salah, ataupun harus meminta perSetujuan rapat 

umum pemegang saham terlebib dahulu, maka dapat dipastikan akan 

menirnbulkan kerugian bagi perseroan. 

Apabila direksi pada saat mengambil keputusan Ielah melakukannya dengan 

pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana 

bisnis yang penuh ketidakpastian , seandainya temyata keputusan tersebut salah, 

seharusnya direksi tidak dituntut secarn pribadi, karena perseroan juga barus ikut 

menanggung kerngian tersebut:, ini adalah konsep dasar business judgment rule. 

Business judgment rule sebenamya mengenai pembagian tanggung jawab di 

antma perseroan dan organ yang mengurusny~ terntama direksi, dan pemegang 

saham manaka1a tcrjadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh 

human error. 

Business judgment rule ti'mbul sebagai akibat telah dilaksanakannyafiduciary 

duty oleh seonmg direksi, yaitu prinsip duty of skill and care, maka semua 

kesalahan yang timbul setelah dija!ankannya prinsip duty of skill and care in~ 

memperoleh konsek.uensi pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi 

kesalahan dalam keputusannya tersebut. 
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Black's law dictionary memberi definisi business judgment rule sebagai 

berikut:" 

'The presumprion that in making business decesions not involving 
direct self interest or self dealing, corporate directors act on an 
informed babsis, in good faith, and in the honest belief that theri 
actios are in the corporations best interest. The rule shields directors 
ond officers from liability for unprofitable or harmful corporate 
transactions if the transactions were mare in good fo.ith. with due 
care, and within the directors or officers authorithy. " 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Pe=roan Terballls menganut 

business judgment ntle (lihat Pasal 97 ayat 5) 75
, mengingat atutan ini adalah 

aturan baru dalam hukum perseroan di indonesia, petut disbnak pengaturan 

business judgment rule dalam Undang-Undang Perseroan Terballls lama untuk 

melihat apekah business judgment rule murni hukum barn, ataukah sebenarnya 

sudah dikenal sejak dulu_ 

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama keberadaan doktrin ini 

memang tidak dapat diindikasikan dalam Undang-Undang a quo, namun telah 

<lijelaskan bahwa doktrin business judgment ryle Iahir sebagai akibat munculnya 

doktrio fiduciary duty, dengan kata lain fiduciary duty adalah pohon dari buah 

yang bernama business judgment rule, apabila Undang-Undang Perseroa.'l 

Terbatas lama menganut fiduciary duty • rnaka keberadaan business judgment 

rule pasti berada tidak jauh dari pohoonya. 

Oleh sebab itu apabila Undang-Undang Perseroan terbatas lama mengakui 

prinsip Fiduciary duty, maka kemungkinan besar Undang-Undang Perseroan 

terbatas lama juga secara impiisit mengakui business judgment rule, walaupun 

tidak ada Pasal yang dengan jelas dan terpeinci mengatur, apelagi mengingat 

bunyi Pasal 4 undang-undang perseroan terbatas lama yaog mengatakan bahwa 

14 Hendra Setiawan Boen. Op. Cit., haL lOO, 
n Pasal 97 ayat {5) UU PT: 

Anggota direksi ttdak dapat dipertanggung jawabk:an atas kcrugian sebagahnana dimaksud pada 
ayat (3) apabila dnpat membuktikan ' 
a. Kruuglan tersebut bukan karena k.esalaban atau kelaiaiannya; 
b. Telah melakukan kepengurusan dengan iti.kad baik dan kehati·hatian ootuk kepentingan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 
c. Tidak mempunyai bcnturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. Telah mengambil tindakan nntuk mencega.h timbul al.au berlanjut kegia!.an tersebut 
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selain undang-undang perseroan terbatas lama, perseroan juga tunduk kepada 

anggaran dasar dan perundang-undangaun lain, yang mana pada penjelasauuya 

Pasal 4 a quo dikatakan yang dimaksud undang-undang lain adalah KUHPcrdata, 

sehlngga andaikan KUHPerdata mengakui fiduciary duty, maka pastilah Undang

Undang Perseroan Terbatas lama juga menganut Business judgment rule, 

Pernbahasan mengenai business judgment rule berikut akan memfoknskan 

kepada apa yang dimaksud dengan bustne.ss judgment rule menurut versi 

common law. 

Pohon business judgment rule adalah fiduciary duty, dan tanggnng jawab 

direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen 

somata, tetapi juga termasuk kelalalian, meskipun itu hanya berupa kesalahan 

yang keciL Standar dari pelaksanaan duty of skill and care adalah behwa direksi 

barus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan itikad haik dan 

hati-hati se!>agaimana orang biasanya (prudent man) melaksanakan pengelolaan 

terhadap kekayaaunya, 76 

Untuk menguji apakah seol'llllg direksi Ielah menjalankan tugas fiduciary 

dutynya , maka acuan yang dignnakan adalah standar of care atau standar kehati

hatian. Apabila direksi telah bersikap dan bertindang melanggar s/andar of care, 

maka direksi tersebut dianggap melanggar duty of care, 

Cnntoh dari standar kehati-hatian adalah sebegai berikut71
: 

a. Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan alas beban biaya 

perseroan apabila tidak memberikan sa.ma sekali atau memberlk:an sangat 

ked! manfaat kepada perseroan hila dibandingkan dengan manfaat pnbadi 

yang diperoleb anggota direksi yang bersangkutan. Nrunun demikian, hal ini 

dapat dikecualikan apabila dilakukan atas biaya representasi jabatan dari 

anggota direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS. 

b. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang 

dipimpinnya, misalkan mengambH sendiri kesempatan bisnis yang 

seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipirnpinya 

16 Hendra Setiawan Boen. Op.Cii .• haL 106 
n Sutm Remi Sjahdeini. Hukum Kepaifitgn: Memaluzmi Failtisement verordening Juncto Undang
Undong No.4 Tahrm 1998. Jakarta: Pus!.aka Utama Grafiti. hal. 446 
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tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang 

didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota direksi tersebut. 

c. Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenat 

sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat 

mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai perseroan terancam sanksi oleh otoritas yang berwenang, 

misalnya dicabut izin usahannya, atau digugai oleh pihak lain. 

d. Anggota direksi yang sengaja atau keia.laiannya telah melakukan atau teiah 

tidak eukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu dlambil untuk 

mencegah timbulnya kerugian perseroan te<>ebut. 

e. Anggota direksi dengan sengaja atau kelalaiannya telah melakukan atau telab 

tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk 

meningkatkan keuntungan perseroan. 

Dabuu membebea business judgment rule, Stephen M Bainbridge 

mengemukakan teoli, yang disebutnya The Director Primacy Model, teori 

tersebut berbunyi78
: 

"The director primacy model thus stands as and alternative to the 
prevailing shareholder primacy view. The director primacy model 
describes the corporation as a vehicle by which the board of directors 
hires Wlrious factors of production. The board of directors hires is not 
an agent of the shareholders; rather, the board is the embodiment of 
the corporate principal, serving as the nexus of the various contracts 
making up the corporation. From the descriptive perspective, director 
primacy claims that fiat-centralized decision making iS the essential 
altfibute of the effecient corporate governance. In tum, it claims that 
authorithy-i.e., the power and the right to exercise declsion making fiat 
is vested neither ln the shareholders nor the managers, but in the 
board of directors, From the normative perspective. director primacy 
acknowledges that vesting the power of fiat in the board of directors 
taises legitimate accountability concerns. In turn, director primacy 
thus identifies the tension between authorithy and accounrabflity as the 
central problem of the coporate lcnv. The business judgment rule is the 
principal mechanism by which corporate lmv resolves that tension" 

The director primacy modeJ merupakan pabam kebalikan dari teori yang 

selarna ini dikenal, yaitu the shareholder primacy model, paham ini rnengatakan 

:m Hcndra Setiawan Boon. Op. Cit., haL 108. 
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fungsi pengambil keputusan dalam sebuah perseroan adalah untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saha.m, dan waJaupun terdapat pemisaham 

kepemilikan dalam sebuah perseroan, pemegang saham memiliki kewenangan 

penuh dalam mengambil keputusan di perseroan. 

Siapa yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan adalah 

kunci memahami business jZidgmenl mle, organ mana yang memiliki 

kewenangan mutlak dalam menentuk:an jalannya perseroan, rapat umum 

pemegang saham ataukah direksi. 

Apabila direksi mem.iliki diskresi dan kewenangan pemuh dalam menentukan 

kebijakan menjalankan roda perseroan, maka bwiness judgment rule masih 

relevan untuk dibicarakan pada saat meminta pertanggung jawaban direksi, 

sebalik.nya andaikan keputusan pemegang saham berpengaruh besar dalam 

persero~ dan direksi hanyalah pelaksana di lapangan, dalam hal ini business 

judgment rule tidak berarti apa-apa. 

Karen a jiducary duty hanya dirniliki oleh direksi yang memegang kebebasan 

cukup besar untuk. menentukan jalannya perseroan, sehingga direksi yang 

bersangkutan hams diberi garis acuan agar tidak mengambil keputusan terlalu 

melenceng dari wewenangnya sebagaimana ditetapkan anggaran dasar, sedang 

business judgment rule adalah wujud pembelaan dari direksi apabila dia dituduh 

telah mengambil keputusan bertentangan dengan fiduciary dutynya. 

Dalam perseroan yang direksinya hanya berfungsi sebagai kaki tangan 

pemegang saham, logis hila disimpulkan tidak ada ..fiduciary duty, maka business 

judgment rule juga tidak mungkin ada, mengingat keduanya merupakan seperti 

dua gambar pada sekeping koin mata uang, sebuah satu kesatuan yang utuh. 

Karena itu patut juga dipertanyakan dalam perseroan tertutup, yang dapat 

dipastikan pemegang saham merupakan pengambil keputusan paling 

menentukan. 

Paham tradisional business judgment rule biasanya berangkat dari pemikiran 

babwa hakim tidak memiliki cukup keahlian di bidang bisnis, pengambilan 

resiko hams diberikan dukungan, bahwa keberadaan fiduciary duty adalah alat 

yang cukup untuk menjamin kemampuan seorang direksi, kemudian efisiensi dari 

menjalankan _sebuah perseroan. 
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K.arena paham tradisioanal inilah, maka hakim tidal< memeriksa putusan 

direksi selama memenuhi krietria business judgment rule yang baik dan benar. 

Akan tetapi bukl!n berarti direksi tidal< dapat dituntut pertanggnngjawabannya, 

tanggnng jawab direksi berdasarkan hukum perusahaan Amerika adalah sebagai 

berikut:"' 

L harus ada kerugian, beik terhadap korporasi ataupun terbadap pemegang 

saham, kerugian juga dapat disebabkan hilangnya keuntungan. 

2. direksi hams melanggar fiduciaries duty-nya. 

3. ada hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dan perbuatan direkai. 

4. ada tidaknya kelalaian dari pihak direksi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Sebagaimana diketahui dalam industri perbankan khususnya usaha 

penyaluran kredit, terdapat beberapa peraturan yang sangat ketat dalam mengatur 

useba penyalunm kredit perbankan. Hal ini tentu saja dikarenakan, usaha 

perbankan dalam hal penyaluran kredit tersebut, sebagian besar menggunakan 

dana yang dibirapun dari nasahah bank tersebut. Se!ain itu jnga peraturan 

pemudangan tersebut untuk menghindari atau memperkecil fisiko bank dari 

kerugian akibat kredit macet. Sebab tidak jarang kredit macet membuat kesebatan 

bank menurun yang diakhiri dengan penutupan atau likuidasi bank. 

Bank dituntut melakukan ana!isa kredit yang sangat ketat walaupun 

memerlukan wak!u yang lama pula dan terkesan tidak efektif, tetapi tujlll!n dari 

analisa kredil tersebut sangat bennanfaat bagi bank penya!ur kredit Sebab tujuan 

analisa kredit tersebut. pada dasamya untuk menghindari atau memperkeci! risiko 

bank dari kerugian akibat kredit macet. Dirnana kita ketahui dampak akibat kredit 

maeet yang dialarni oleh bank akan menirnbulkan kerugian dan cost yang sangat 

besar bagi bank da!arn menyelesaikan kredit mace!. Bahkan tidak jarang darnpak 

kredit rnacet yang dlalami oleh bank akan menurunkan kondisi perekonornan 

bank yang berakbir dengan penutupan atau tikuidasi. 

Oleh karena itu dapat diambil kesirnpu!an bahwa peraturan perundang

undangan yang sangat ketat dalam mengatur usaha perbankan khususnya 

penyaluran kredit sebagai bentuk most regulated indust1y, seh.ingga bank dituntut 

untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan segala 

aspek dari penyaluran kredit yang memakan waktu cukup lama, merupakan 

pendukung bagi perkembangan usaha perbankan itu sendiri. 
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Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank diwajibkan menerapkan 

prinsip kehati-ba!ian !ian manajemen risilw terutama manajemen risiko terbadap 

penyediann dana kredit kepada para caJon debitur. Penerapan prinsip kehati

batian dan manajemen risiko yang merupakan bagian dari GCG dalam usaha 

bank menyaluakan kreditnya tentu merupakan permasalahan yang tidak mudah 

untukbank. 

Penerapan prinsip kebati-hatian dan manajement risiko yang tidak benar oleh 

bank pembari kredit kepada calon debitumya, menjadi faktor utama timbulnya 

lrerugian bank akibat kredi macet. 

Oleh karena iru dapat disimpulkan bahwa kerugian bank akibat kredit mace! 

tidak timbul dengan sendirinya, kecuali Force Majure. Maka dari kesimpulan 

tcrsebut dapat dipastikan adanya tanggung jawab pengurus bank alas kerugian 

bank akibat kredit yang disalurkennya kepada debitur yang dimana kemudian 

bari mengalarni kredit mace!. 

Membicamkan mengenai tanggung jawab dalarn hukum perbankan 

kbususnya dalam usahanya melakukan penyaluran kredil, maka dapat kita bagi 

menjadi dna bagian, yaitu tanggung jawab secara pidana serta tanggung jawab 

secara perdato. 

Kedua tanggung jawah ini memiliki kesamaan peda pnnstpnya dalarn 

meminta pertanggung jawaban direksi atas kerugian bank akibat kredit macet, 

yaitu terdapat nnsur-unsur dalam perbuatan direkei sebagai berikut: 

a. Adanya unsur kerugian bank; 

b. Adanya unsur pelanggaran terhadap fiduciary dutyny-d! kewenangannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

c, Adanya unsur memperkaya diri sendiri/ adanya conjlicf of interest. 

Selain ketiga bal tersebut diatas dan selarna direksi telah mengambillangkah

langkah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, direksi 

tidak dapat dimintllkan pertanggung jawaban alas kerugian bank sebagai 

perseroan akibat kredit macet. Hal ini dikarenakan perhi1llngan bisnis yang 
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dilakukan oleh direksi dipandang sebagai keputusan yang tepat pada saat 

mengambil keputusan tersebut. Tetapi, jika dikemudian hari perbitungan ternebut 

tidak mencapi sasaran atau tujuan, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung 

jawabannya, dikarenakan terdapat fuk"tor-fuktor lain yang dapat mempengaruhi 

perhitungan bisrrls tersebut terutama dalam perhitungan peuyaluran kredit. 

Prinsip ini merupakan penerapan dari business judgment role. 

Faktor-faktor lain tersebut dapat berupa keadaan perekonomian nasional yang 

tdak: stabil atau menurun, force majure, politik perekonomian yang tidak stabil, 

dan masih banyak lagi faktor-faktor lainoya yang bisa saja mempengaruhi 

perhitungan bisnis direksi dalam hal penyaluran kredit bank kepada caJon 

debitumya. 

fl. SARAN 

Dalam rangka untuk mengembangkan useha penyaluran kredit dalam dunia 

perbankan, serta memajukan kondisi perekonomian bank, di bawah ini terdapat 

beberapa saran yang kiranya dapat memberi manfaat bagi plhak yang 

bersangkutan, antara lain : 

L Badan-badan regulator baik dari Jegislatif ataupun eksekutif yang membentuk 

peraturan perundang-undangan bagi dunia perbankan khususnya usaha 

perkreditan diharapkan untuk selatu memperketat peraturan dalarn penyaluran 

kredit perbankan, yang diseimbangkan dengan keadaan perekonomian 

nasional yang ada, sehingga beak memiliki batas-batasan dalam penyaluran 

kredit, mengingat kredit yang disalurkan juga mernpakan dana masyarakat ; 

2. BIIIlk dibarapkan selalu rnenerapkan analis kredit yang benar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yag berlaku, sebagai bentuk penerapan 

prinsip kebati-batian serta manajement risiko yang baik dan benar, sehingga 

meminimalisir terjadinya kerugian akibat kredit macet; 

3, Direksi bank sebagai pengurus harian bank yang dapat dimintakan 

pertanggung jawaban alas kepengurusanya pada bank, diharapkan selalu 

menerapkan prinsip GCG yang baik dan benar sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal penyaluran kredit, 

sehingga direksi dapat terbindar dari tanggungjawab alas kerugian bank; 

4. Bank Indonesia sebagai pengawas dan regulator hagi dunia perhankan, 

diharapkan unluk selalu mengawasi jalannya usaba-usaha bank khususnya 

dalam hal penyaluran kredit, serta mengambil tindakan-tindakan yang perlu 

untuk menyelamatkan kredit perbankan yang disalurkan oleh bank kepada 

debiturnya, sehlngga meminimalisir risiko teljadinya kredit macet yang dapat 

mempengaruhi keadaan perekonornian baik bank itu sendiri ataupun sampai 

dengan perkonomian nasional. 
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